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Pemerintah Kabupaten Bangka

BAB IV
TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN 
PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tema Pembangunan Daerah
Tema  pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2016 ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka               Tahun     2005 - 2025.

Pembangunan Daerah Tahun 2016 adalah bagian dari tahapan RPJMD (2014-2018) yang memasuki tahun ke tiga dan mengimplementasikan RPJPD Kabupaten Bangka (2005 – 2025). Arah pembangunan pada tahapan Lima Tahun (2014 - 2018) adalah reformasi ekonomi menuju perekonomian yang berbasis keunggulan kompetitif dengan membangun daya saing yang berkelanjutan, berupa peningkatan nilai tambah (added value) dari sektor-sektor unggulan daerah melalui pembangunan industri pengolahan sektor unggulan daerah menjadi industri pendukung (supporting industries) bagi industri nasional. Selain itu pembangunan manusia melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan untuk mendukung pembangunan kemandirian lokal dan mengurangi kesenjangan antar wilayah/daerah dan antar kelompok masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan kewilayahan lainnya. Prioritas pembangunan ditekankan pada pembangunan Perekonomian melalui sektor Industri dan Perdagangan bersumber pada Pertanian, Perikanan, Kebudayaan dan Pariwisata, pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur,  Penanggulangan Kemiskinan, Lingkungan Hidup, dan Penataan Ruang, Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan.
2. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2030. 

Pembangunan Daerah Tahun 2016 adalah bagian dari periode pelaksanaan      tahap I (2012-2016). Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun          2012-2032, dimana dalam rangka perwujudan Pemantapan Sistem Perkotaan, Sistem Prasarana Wilayah, Rencana Pola Ruang, dan Kawasan Strategis, salah satunya diarahkan pada pengembangan kawasan budidaya, kawasan strategis kabupaten, termasuk upaya peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 - 2018.

Pembangunan Daerah Tahun 2016 adalah tahun ke-III dari RPJMD Tahun 2014-2018 untuk mewujudkan visi “Bangka Bermartabat”. Pembangunan tahun ke-III ini diarahkan pada upaya melanjutkan pengembangan ekonomi masyarakat yang ditandai dengan kemandirian dan keadilan di berbagai kawasan. Tahun ketiga juga ditandai dengan mulai meratanya hasil-hasil pembangunan yang dinikmati oleh masyarakat di berbagai kalangan. Berbagai pembangunan pada tahun ketiga ini lebih diintensifkan. Evaluasi dalam rangka perbaikan pembangunan tahun setelahnya dilakukan secara bersama-sama untuk memastikan adanya pencapaian pembangunan pada akhir periode perencanaan.
4. Dinamika dan realita kondisi umum daerah, yang didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014
b. Capaian-capaian pada tahun-tahun sebelumnya

c. Isu Strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani:

1) Keterbatasan Kualitas SDM
2) Rendahnya akses terhadap pertanian dan ketahanan pangan (Pertanian, Perikanan, Kelautan dll)

3) Sosial budaya (penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS),  pengendalian penyakit, penanggulangan bencana,  optimalisasi  biaya pendidikan dan belum optimalnya pengembangan seni budaya lokal
4) Perekonomian  rakyat yang perlu ditumbuhkembangkan (kawasan industri, pariwisata, pusat-pusat pertumbuhan)
5) Kuantitas dan  kualitas  infrastruktur yang belum memadai (Jalan, Pelabuhan, Terminal, Energi/ Listrik dan air)
6) Pengelolaan  sumber daya alam  yang  belum  optimal 
7) Rendahnya kualitas lingkungan hidup (rumah tangga kumuh, kumuh perkotaan dan perdesaan; akses air minum; akses sanitasi )
8) Kapasitas  Birokrasi dan Kelembagaan Pemerintah yang  belum memadai

9) Pemekaran dan penataan batas  wilayah
5. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2016 sebagai satu kesatuan rencana pembangunan nasional, melaksanakan quick wins dan program lanjutan yaitu “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”, melalui tiga dimensi pembangunan yaitu: 

1) Dimensi Pembangunan Manusia utamanya akan difokuskan pada pemenuhan kewajiban dasar yaitu pembangunan pendidikan, kesehatan serta pembangunan perumahan, mental/ karakter.
2) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan diarahkan pada perkuatan kedaulatan pangan, kedaulatan energi & ketenaga listrikan, kemaritimanan dan kelautan, serta pariwisata dan industri.
3) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan akan difokuskan pada pengembangan sistem perlindungan sosial, pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat kurang mampu dan rentan, pemberian pelatihan dasar bagi pengembangan kewirausahaan dan perbaikan pendataan masyarakat miskin, serta pembangunan wilayah perdesaan dan perbatasan. 

6. Tema pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019 untuk tahun 2016 adalah “Pembangunan yang kuat, inklusif dan berkelanjutan”
7.  Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 adalah “Memantapkan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengembangan   Ekonomi Kerakyatan, Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”.
Dengan mempertimbangan hal-hal di atas maka ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Bangka pada tahun 2016 adalah “Meningkatkan perekonomian rakyat  melalui pembangunan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan, berbasis kompetitif  dan daya saing yang merata diseluruh wilayah”.
Makna tema: 

1. Meningkatkan perekonomian rakyat  melalui pembangunan sektor unggulan daerah, perlu dilanjutkan  setelah ditumbuh kembangkan pada tahun sebelumnya, dan diperkuat untuk mewujudkan  struktur perekonomian yang handal dengan mengembangkan potensi sumber daya alam dan karakteristik masing-masing wilayah pedesaan dan kecamatan.

Perekonomian rakyat di Kabupaten Bangka tidak bisa dilepaskan dari pariwisata, pertanian, kelautan, perikanan dan lain-lain yang  adalah merupakan sektor-sektor unggulan daerah. 

Industri kecil dan Home Industry yang ada berkembang sangat lamban dan belum dapat meningkatkan perannya menjadi usaha yang lebih besar untuk mendukung berkembangnya perekonomian rakyat berbabasis sumber daya lokal.  Karenanya untuk bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka perlu dikembangkan industri-industri yang berorientasi ekspor namun tetap bebasis sumber daya alam lokal. 

Mengarah pada langkah-langkah strategis yang melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh dengan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah serta Koperasi melalui optimalisasi pengembangan potensi lokal yang berorientasi ekspor, seperti lada, karet, hasil laut dan hasil pertambangan. Berdasarkan Data BPS Bangka, 2014 diketahui bahwa sebaran penduduk miskin dari tahun 2009 sampai dengan 2013 masih dominan berada di daerah perdesaan. Pada tahun 2013 tingkat kemiskinan desa masih mencapai 6,91%, sedangkan di kota hanya 3,35%. Jadi pengembangan ekonomi kerakyatan akan menjadi langkah strategis bagi pengurangan kemiskinan di perdesaan. Oleh karena itu, keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat desa secara utuh dan terus menerus menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.
Pengembangan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bangka selama ini belum berjalan secara optimal. Munculnya permasalahan tersebut salah satunya disebabkan karena masih kurangnya kreativitas masyarakat dalam mengembangkan usaha produksi dan minimnya jiwa wirausaha. Kondisi ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat Kabupaten Bangka, khususnya di perdesaan yang dominan bekerja di sektor primer. Di sisi yang lain, belum berkembangnya lembaga koperasi yang berbasis potensi lokal, masalah pemasaran, serta masih terkendalanya permodalan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

Upaya pengembangan ekonomi kerakyatan membutuhkan dukungan sektor lain, seperti sektor perbankan, industri, pertanian, perikanan, dan lain-lain, yang dapat mendorong sektor-sektor ekonomi rakyat untuk dapat lebih maju, mandiri dan berdaya saing. Jadi, kebijakan-kebijakan pada sektor-sektor lain tersebut harus pula menopang dan bersinergi dengan pengembangan ekonomi kerakyatan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pengembangan ekonomi kerakyatan sangat terkait dengan permasalahan ekonomi yang lain, seperti daya saing, inflasi, pengembangan pariwisata, kelautan, perikanan dan lain-lain. Sektor-sektor ekonomi kerakyatan dapat maju ketika mampu berdaya saing dan dikembangkan sesuai dengan potensi lokal, kondisi geografis, serta kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Pengembangan sektor pariwisata, kelautan, perikanan, pertanian dan lain-lain dapat mendukung berbagai pengembangan ekonomi kerakyatan.

Mengoptimalkan keunggulan komparatif memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Keunggulan-keunggulan ini misalnya dapat digali dari kekhasan daerah yang tidak dimiliki daerah lain sehingga sektor ekonomi kerakyatan yang dikembangkan memiliki keunggulan dan bersifat lokal, seperti sektor pariwisata, perikanan, dan kelautan sebagai provinsi kepulauan.

2. Berkelanjutan, maksudnya berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan".   Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial lingkungan, dan menghindari pencemaran lingkungan. Upaya pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan yang mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 
Sebagai salah satu daerah penghasil tambang, maka Kabupaten Bangka sangat rentan terhadap perubahan lingkungan hidup. Penataan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan, sehingga segala bentuk pemanfaatan tata ruang juga harus memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.
Pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan lingkungan dan tata ruang. Pembangunan Bangka Belitung masih tergantung pada pengelolaan sumber daya alam disamping kualitas SDM. Oleh karena itu, pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, hasil laut, tambang dan lain-lain harus dioptimalkan dan dilaksanakan secara akuntabel, transparan, partisipatif dan berwawasan lingkungan.

Persentase lahan kritis di Kabupaten Bangka semakin meningkat. Sementara laju kerusakan lingkungan, baik di darat maupun di laut akibat aktivitas pertambangan harus diminimalisir agar tidak berpengaruh terhadap sektor lainnya. Untuk itu percepatan reklamasi, rehabilitasi dan pemanfaatan lahan bekas pertambangan harus menjadi konsentrasi bagi seluruh pemangku kepentingan sebagai langkah untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. 

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

a) Alih fungsi hutan/lahan

Salah satu upaya menjadi kelestarian dan keseimbangan lingkungan adalah dengan alih fungsi hutan yang selektif agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan. Alih fungsi hutan harus mengikuti ketentuan dan syarat yang ketat sesuai dengan peruntukkannya. Alih fungsi hutan/lahan yang tidak tepat akan berdampak bagi daerah sekitar, seperti menyebabkan terjadinya longsor, banjir dan lain-lain.

b) Kerusakan wilayah pesisir

Wilayah pesisir merupakan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka. Potensi ini dapat dikembangkan pada sektor kelautan, pariwisata, perikanan dan lain-lain. Namun adanya kerusakan wilayah pesisir akan menghambat upaya pengembangan wilayah pesisir di berbagai sektor tersebut. Aktivitas penambangan di sekitar wilayah pesisir, berpotensi merusak hutan bakau dan terumbu karang yang ada dilaut. Oleh karena itu, perlu ada pengelolaan terpadu wilayah pesisir dengan pengembangan potensi lintas sektor dan pengendalian pertambangan yang merusak wilayah pesisir.
c) Lahan Kritis

Perbandingan lahan kritis di Kabupaten Bangka pada tahun 2009 dengan tahun 2013, untuk lahan sangat kritis dan kritis mengalami penurunan masing-masing sebesar 33,06% dan 25,17%. Sementara luas lahan yang tergolong agak kritis, potensial dan tidak kritis mengalami kenaikan masing-masing sebesar 78,41%, 243,26% dan 149,23%. Secara umum, luas lahan kritis di kabupaten ini tahun 2013 adalah 76.030,62 Ha atau 25,17% dari luas seluruhnya wilayah yang tersebar di 8 kecamatan 302.069,36 Ha. 

Data ini menunjukkan bahwa kondisi lahan di kabupaten ini mengalami perbaikan karena luas lahan kritis mengalami penurunan dan lahan yang tidak kritis mengalami kenaikan. Kondisi ini merupakan hasil dari upaya penanaman, reklamasi dan perbaikan kualitas lingkungan oleh berbagai pihak. Namun demikian, penurunan luas lahan kritis ini masih belum mencapai titik optimal, karena penurunan tingkat kualitas lahan kritis pada Tahun 2010 mendominasi pada tingkat potensial kritis. Perubahan parameter kondisi lahan masih menimbulkan luasan lahan kritis bertambah.

d) Pencemaran sungai dan wilayah pesisir

Pencemaran sungai kini sudah mulai terjadi dengan adanya aktivitas penambangan di sekitar sungai, pembuangan sampah ke sungai dan menjadikan sungai tempat pembuangan limbah industri. Sungai yang dulunya menjadi salah satu sumber air untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari, kini tidak lagi bisa digunakan. Diperlukan adanya strategi pencegahan pencemaran sungai dengan sinergisitas antar daerah yang dilalui sungai, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian dan perlindungan lingkungan sungai.

e) Illegal Mining, Illegal Fishing dan Illegal Logging
Besarnya potensi mineral timah, kelautan, dan kehutanan di Kabupaten Bangka menyebabkan munculnya berbagai praktek illegal dalam penambangan, pencurian ikan dan perambahan hutan. Kejahatan-kejahatan seperti ini membuat pengelolaan SDA tidak optimal dan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, baik di darat maupun di laut secara luas.  

Permasalahan ini harus segera di atasi, baik secara preventif maupun represif melalui penegakkan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Berbagai bentuk pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan SDA harus dilakukan secara kontinyu dan sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera. Praktek-praktek illegal mining yang melakukan penambangan tanpa izin, menambang di hutan lindung dan lain-lain, berpotensi akan merusak lingkungan dan hutan dan berpotensi kerugian negara karena hasil tambang yang tidak terhitung pajaknya. Begitupula dengan pencurian ikan dan hasil laut lainnya serta perusakan terumbu karang lambat laun akan merusak laut dan mengurangi hasil tangkap nelayan. Praktek illegal logging pun masih menjadi persoalan tersendiri di daerah ini di tengah keterbatasan kawasan hutan di kepulauan ini. 
3. Kompetitif dan Daya Saing, maksudnya bahwa Pembangunan sektor-sektor unggulan selama ini berjalan dengan sangat lamban dikarenakan kondisi infrastruktur daerah yang masih kurang, baik kondisi jalan, pelabuhan, ketersediaan listrik  dan sarana prasarana lainnya. 

Pengaruh terbesar dari kondisi ini adalah menghambat laju pembangunan investasi di Kabupaten Bangka. Padahal untuk bisa menjadikan sektor unggulan lebih bernilai dan kompetitif diperlukan peningkatan daya saing atau nilai tambah dari semua sektor unggulan melalui pembangunan industri menengah dan besar yang tidak lain adalah bentuk-bentuk investasi yang diharapkan dapat hadir di Kabupaten Bangka. 

Dengan majunya investasi dan industri  di Kabupaten Bangka diharapkan berdampak pada berkembangnya ekonomi kerakyatan yang notabene merupakan bentuk lembaga-lembaga ekonomi rakyat berupa koperasi yang berbasis potensi lokal, tumbuhnya simpul-simpul pemasaran produk, serta meningkatnya akses permodalan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Dengan demikian ekonomi kerakyatan yang diharapkan dapat berkembang maksimal untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Dari faktor Sumber Daya Manusia lambannya pembangunan sektor unggulan daerah dikarenakan masih rendahnya kemajuan kapasitas berpikir masyarakat yang pada umumnya dapat dilihat dalam bentuk sangat sedikitnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung pembangunan sektor unggulan daerah tersebut. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya masyarakat Kabupaten Bangka, khususnya di perdesaan yang dominan bekerja di sektor primer tapi dilakukan masih dengan teknologi sederhana, konvensional dan minim sentuhan teknologi. Disisi lain masih kurangnya kreativitas masyarakat dalam mengembangkan usaha produksi dan minimnya jiwa wirausaha juga menjadi faktor yang juga mendukung lambannya pembangunan ekonomi di Kabupaten Bangka 
4. Merata di seluruh wilayah, maksudnya setiap wilayah yang ada di Kabupaten Bangka memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan kegiatan sosial ekonomi yang beragam. Dalam rangka mengurangi kesenjangan perkembangan tiap wilayah, maka diperlukan adanya intervensi yang dapat memberikan fungsi dan peran yang jelas untuk setiap wilayah sesuai dengan potensi, hambatan, dan tantangannya dalam bentuk suatu rencana struktur yang mempunyai hirarki keruangan. Karenanya pembangunan kewilayahan menjadi penting untuk mengoptimalkan masing-masing wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya. Apabila sistem pemenuhan kebutuhan terjadi dalam jangka panjang berarti sistem perekonomian wilayah dapat berjalan sesuai dengan harapan dan perkembangan ekonomi di setiap wilayah dapat terwujud sehingga pemerataan pembangunan dapat dirasakan di seluruh wilayah.

Gambar 4.1.
Kerangka Fikir Keselarasan Isu strategis dengan Key Word Tema Tahun 2016

 










Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Bangka yang termuat dalam RPJM Daerah Tahun 2014-2018, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemerintah Tahun 2016, serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 . Agar tercapainya Visi dan Misi Bupati Kabupaten Bangka, diperlukan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan. 

Selanjutnya penyusunan prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut terhadap permasalahan daerah, kemudian dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun 2016. 
Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk :

1) Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional (9 Agenda Prioritas – NAWA CITA), seperti terhadap SDG’s, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan berkelanjutan program;

2) Pencapaian visi dan misi Bupati Bangka sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2014 - 2018;

3) Pengembangan sektor/ bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan

4) Mengatasi isu-isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun 2016. Dalam penentuan prioritas pembangunan, telah diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal dan eksternal, sebagaimana telah diuraikan pada bab II. Dengan demikian suatu program pembangunan daerah merupakan program atau kumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka 2014 - 2018 yang didasarkan pada hasil perumusan secara teknokratis.

Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menilai usulan program dan kegiatan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1) Memenuhi kriteria pro poor, pro job, pro growth  dan pro sustainable/ environment;

2) Program/ kegiatan harus merupakan kewenangan Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
3) Merupakan respon relevan terhadap isu stategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2016;
4) Program dan kegiatan terpilih merupakan program/ kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
5) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan
6) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.
4.2.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan



Rencana Pembangunan Tahun 2016 merupakan Program periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun                      2014-2018. Tujuan dan Sasaran Pembangunan untuk tahun 2016 sudah  dirumuskan dalam dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Bangka Tahun          2014-2018. Pendekatan rumusan tujuan dan sasaran pembangunan  mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Bangka 2014 - 2018 yang telah dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bangka 2014 - 2018.


Pernyataan Visi Kabupaten Bangka Tahun  2014 - 2018 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

“BANGKA BERMARTABAT”

Kata “Bangka” merefleksikan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Bangka yaitu unsur masyarakat, dunia usaha/ swasta, dan Pemerintahan Daerah.

Kata “Bermartabat” merefleksikan suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bangka yang mempunyai harga diri, tatanan masyarakat yang mempunyai  tingkat harkat kemanusiaan yang tinggi tercermin dalam keadaan: pertanian yang tangguh; pemerintahan yang bersih dan melayani; rakyat yang sejahtera; dan pengelolaan sumber daya alam yang lestari.
Pernyataan Visi ‘Bangka Bermartabat’ di atas merupakan suatu cita-cita yang bersifat umum sehingga perlu diterjemahkan dalam beberapa pernyataan Misi Kabupaten Bangka Tahun 2014 - 2018. Pernyataan Misi ini selain merupakan penjabaran dari Visi, juga merupakan suatu tujuan pembangunan Kabupaten Bangka dalam periode lima tahun ke depan. 
Sesuai dengan harapan terwujudnya “Bangka Bermartabat”, maka ditetapkan “Misi Pembangunan Kabupaten Bangka  2013 - 2018” sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:
1. Mewujudkan Pertanian yang Tangguh

2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Melayani

3. Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera

4. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasahalan pembangunan daerah. Rumusan Tujuan yang perlu dilakukan dalam menjalankan misi dan mencapai visi adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya

2. Meningkatkan pengamanan ketahanan pangan

3. Meningkatkan produktivitas, produksi pertanian dan perikanan

4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan

5. Meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh masyarakat

6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan

7. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas

8. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas
9. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan budaya

10. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur

11. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya  alam  yang berkualitas

12. Meningkatkan pemanfaatan tata ruang
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 5 tahun ke depan. Rumusan sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya  kontribusi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan  kontribusi produksi kelompok petani  terhadap PDRB sektor pertanian

2. Meningkatnya jumlah  rumah tangga yang memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan

4. Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan

5. Berkembangnya industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan
6. Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih
7. Meningkatnya Ketersediaan SDM Pemkab Bangka yang sesuai dengan kompetensinya
8. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
9. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat
10. Meningkatnya pelayanan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi
11. Meningkatnya  pendapatan masyarakat

12. Menurunnya angka kemiskinan

13. Meningkatnya usaha Pariwisata yang berdaya saing dan berbasis masyarakat
14. Meningkatnya rata-rata lama sekolah

15. Meningkatnya usia harapan hidup
16. Meningkatnya pelestarian budaya daerah
17. Meningkatnya kerukunan umat beragama dan keamanan lingkungan
18. Meningkatnya Proporsi panjang jaringan jalan,  jembatan ,  drainase dan irigasi dalam kondisi baik
19. Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan transportasi yang aman dan lancar
20. Meningkatnya akses air minum yang aman serta sanitasi yang layak
21. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana olahraga
22. Meningkatkan kualitas pemuda dan organisasi kepemudaaan 
23. Meningkatnya upaya kelestarian dan kualitas lingkungan hidup 
24. Meningkatnya  optimalisasi usaha pertambangan,  perkebunan  dan  kelautan yang berwawasan lingkungan
25. Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dijelaskan sebagaimana tertera pada Tabel berikut :
Tabel 4.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Kabupaten Bangka 2014-2018
	Visi: Bangka bermartabat

	Misi
	Tujuan
	Sasaran

	Misi 1 :

Mewujudkan Pertanian yang Tangguh


	Tujuan 1.1 :

Meningkatkan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya
	Sasaran 1.1.1 :

Meningkatnya  kontribusi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan  kontribusi produksi kelompok petani  terhadap PDRB sektor pertanian

	
	Tujuan 1.2 :

Meningkatkan Pengamanan ketahanan pangan
	Sasaran 1.2.1 :

Meningkatnya jumlah  rumah tangga yangmemperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau

	
	
	Sasaran 1.2.2 :

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan (Ketahanan pangan daerah)

	
	Tujuan 1.3 :

Meningkatkan produktivitas, produksi pertanian dan perikanan
	Sasaran 1.3.1 :

Meningkatnya produktivitas pertanian , perikanan

	
	
	Sasaran 1.3.2 :

Mengembangkan industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan

	Misi 2 :          Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Melayani


	Tujuan 2.1 :

Meningkatkan penyeleng-garaan pemerintahan yang profesional, bersih,dan transparan 
	Sasaran 2.1.1 :

Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih

	
	
	Sasaran 2.1.2 :

Meningkatnya Ketersediaan SDM Pemkab Bangka yang sesuai dengan kompetensinya

	
	
	Sasaran 2.1.3 :

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel


	
	Tujuan 2.2 :

Meningkatkan pelayanan publik

prima bagi

seluruh

masyarakat
	Sasaran 2.2.1 :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat

	
	
	Sasaran 2.2.2 :

Meningkatnya pelayanan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi

	Misi 3 :           Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera


	Tujuan 3.1 :

Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan
	Sasaran 3.1.1 :

Meningkatnya  pendapatan masyarakat

	
	
	Sasaran 3.1.2 :

Menurunnya angka kemiskinan

	
	
	Sasaran 3.1.3
Meningkatnya usaha Pariwisata yang berdaya saing dan berbasis masyarakat

	
	Tujuan 3.2 :

Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pendidi-kan yang Lebih Berkualitas
	Sasaran 3.2.1 :

Meningkatnya rata-rata lama sekolah

	
	Tujuan 3.3 :

Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Layanan Ke;sehatan yang lebih Berkualitas
	Sasaran 3.2.1 :

Meningkatnya usia harapan hidup

	
	Tujuan 3.4 :

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Budaya
	Sasaran 3.4.1 :

Meningkatnya pelestarian budaya daerah

	
	
	Sasaran 3.4.2 :

Meningkatnya kerukunan umat beragama dan keamanan lingkungan

	
	Tujuan 3.5 :

Meningkatkan  Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
	Sasaran 3.5.1:
Meningkatnya Proporsi panjang jaringan jalan,

 jembatan ,  drainase dan irigasi dalam kondisi baik

	
	
	Sasaran 3.5.2:

Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan transportasi yang aman dan lancar


	
	
	Sasaran 3.5.3 :
Meningkatnya akses air minum yang aman serta sanitasi yang layak


	
	
	Sasaran 3.5.4 :

Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana olahraga

	
	
	Sasaran 3.5.5 :

Meningkatnya kualitas pemuda dan organisasi kepemudaan

	Misi 4  :         Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari

	Tujuan 4.1 :

Meningkatkan  kualitas Lingkungan Hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkualitas
	Sasaran 4.1.1
Meningkatnya upaya kelestarian dan kualitas lingkungan hidup .

	
	
	Sasaran 4.1.2
Meningkatnya optimalisasi usaha pertambangan, perkebunan dan kelautan yang berwawasan lingkungan

	
	Tujuan 4.2 :

Meningkatkan  pemanfaatan tata ruang
	Sasaran 4.2.1
Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang.



Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, strategi dan kebijakan dapat dijelaskan sebagaimana tertera pada Tabel berikut :
Tabel 4.2.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Kabupaten Bangka 2014-2018
	Tujuan
	Sasaran
	Strategi 
	Kebijakan

	Tujuan 1.1 :

Meningkatkan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya
	Sasaran 1.1.1 :

Meningkatnya  kontribusi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan  kontribusi produksi kelompok petani  terhadap PDRB sektor pertanian
	
	

	Tujuan 1.2 :

Meningkatkan Pengamanan ketahanan pangan
	Sasaran 1.2.1 :

Meningkatnya jumlah  rumah tangga yangmemperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau
	
	

	
	Sasaran 1.2.2 :

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan (Ketahanan pangan daerah)
	
	

	Tujuan 1.3 :

Meningkatkan produktivitas, produksi pertanian dan perikanan
	Sasaran 1.3.1 :

Meningkatnya produktivitas pertanian , perikanan
	
	

	
	Sasaran 1.3.2 :

Mengembangkan industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan
	
	

	Tujuan 2.1 :

Meningkatkan penyeleng-garaan pemerintahan yang profesional, bersih,dan transparan 
	Sasaran 2.1.1 :

Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih
	
	

	
	Sasaran 2.1.2 :

Meningkatnya Ketersediaan SDM Pemkab Bangka yang sesuai dengan kompetensinya
	
	

	
	Sasaran 2.1.3 :

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

	
	

	Tujuan 2.2 :

Meningkatkan pelayanan publik

prima bagi

seluruh

masyarakat
	Sasaran 2.2.1 :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat
	
	

	
	Sasaran 2.2.2 :

Meningkatnya pelayanan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi
	
	

	Tujuan 3.1 :

Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan
	Sasaran 3.1.1 :

Meningkatnya  pendapatan masyarakat
	
	

	
	Sasaran 3.1.2 :

Menurunnya angka kemiskinan
	
	

	
	Sasaran 3.1.3
Meningkatnya usaha Pariwisata yang berdaya saing dan berbasis masyarakat
	
	

	Tujuan 3.2 :

Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pendidi-kan yang Lebih Berkualitas
	Sasaran 3.2.1 :

Meningkatnya rata-rata lama sekolah
	
	

	Tujuan 3.3 :

Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Layanan Ke;sehatan yang lebih Berkualitas
	Sasaran 3.2.1 :

Meningkatnya usia harapan hidup
	
	

	Tujuan 3.4 :

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Budaya
	Sasaran 3.4.1 :

Meningkatnya pelestarian budaya daerah
	
	

	
	Sasaran 3.4.2 :

Meningkatnya kerukunan umat beragama dan keamanan lingkungan
	
	

	Tujuan 3.5 :

Meningkatkan  Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
	Sasaran 3.5.1:
Meningkatnya Proporsi panjang jaringan jalan,

 jembatan ,  drainase dan irigasi dalam kondisi baik
	
	

	
	Sasaran 3.5.2:

Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan transportasi yang aman dan lancar

	
	

	
	Sasaran 3.5.3 :
Meningkatnya akses air minum yang aman serta sanitasi yang layak

	
	

	
	Sasaran 3.5.4 :

Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana olahraga
	
	

	
	Sasaran 3.5.5 :

Meningkatnya kualitas pemuda dan organisasi kepemudaan
	
	

	Tujuan 4.1 :

Meningkatkan  kualitas Lingkungan Hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkualitas
	Sasaran 4.1.1
Meningkatnya upaya kelestarian dan kualitas lingkungan hidup .
	
	

	
	Sasaran 4.1.2
Meningkatnya optimalisasi usaha pertambangan, perkebunan dan kelautan yang berwawasan lingkungan
	
	

	Tujuan 4.2 :

Meningkatkan  pemanfaatan tata ruang
	Sasaran 4.2.1
Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang.

	
	


Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mewujudkan visi Bupati Bangka periode 2014 - 2018 akan dilaksanakan melalui 4 (empat) misi yang diharapkan dapat mencapai 12 (dubelas) tujuan utama yang ditandai dengan 25 (dua puluh lima) sasaran utama. Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan misi dapat dilihat dari capaian sasaran pembangunan. 


Target Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2016 berdasarkan Indikator Makro adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2.  

Target Sasaran Pembangunan

Kabupaten Bangka Tahun 2016
	NO.
	INDIKATOR MAKRO
	TARGET 2016

	1
	  Pertumbuhan Ekonomi (%) 
	8,76

	2
	  Inflasi (%)
	7,19

	3
	  Pengangguran Terbuka (%)
	4,27

	4
	  Penduduk Miskin (%) 
	4,61

	5
	Angka Kematian Bayi
	31 per 1000 kelahiran

	6
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
	10

	7
	Angka Harapan Hidup (tahun)
	71

	8
	  PDRB Per Kapita
	26.403.136


4.3.  Prioritas Pembangunan 
Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2016, adalah: 
1. Pertanian, prioritas ini dipilih sebagai upaya untuk;

a) Meningkatkan mutu produksi pertanian
b) Membangun dan merehabilitasi sarana dan prasarana pertanian.

c) Pengembangan sentra-sentra usaha pertanian
d) Mengembangkan kebijakan dan peraturan daerah
e) Mendorong dan menjamin kemitraan dengan pusat-pusat perdagangan
f) Revitalisasi hutan dan lahan menjadi lahan produktif.
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi pertama RPJMD (Mewujudkan Pertanian yang Tangguh).

2. Reformasi Birokrasi  dan Tata Pemerintahan, Secara spesifik prioritas ini dipilih untuk mewujudkan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien anatara lain untuk :

a) Menata Kelembagaan Pemerintah Daerah
b) Penataan dan penegasan batas wilayah
c) Pengolahan data dan statistik daerah
d) Meningkatkan kompetensi SDM
e) Mengoptimalkan system informasi perencanaan, pengolahan dan pengawasan
f) Menerapkan sistem Informasi pelayanan publik.
Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi kedua RPJMD (Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Melayani).

3. Pendidikan, dalam rangka meningkatkan angka melek huruf, angka lama sekolah, angka partisipasi murni,  angka partisipasi kasar dan  angka partisipasi sekolah. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:

a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.

b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.

c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan masyarakat Bangka Belitung.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi ketiga RPJMD (Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera).
4. Kesehatan, melalui kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dan lansia, pelayanan kesehatan penduduk miskin, peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak, dan pelayanan keperawatan dan kesehatan lainnya. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:

a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.

b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.

c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas kesehatan masyarakat Bangka Belitung.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi ketiga RPJMD (Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera).

5. Kebudayaan dan Pariwisata, melalui pengembangan kawasan pariwisata, pemberdayaan budaya lokal, pengembangan desa wisata serta peningkatan peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata. Secara umum prioritas ini dipilih untuk :

a) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.

b) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung.

c) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi ketiga RPJMD (Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera).
6. Perekonomian, prioritas ini dipilih sebagai upaya untuk;

a) Menguatkan kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.

b) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat.

c) Pengembangan sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah.

d) Meningkatkan daya beli masyarakat

g) Penyediaan lapangan pekerjaan dan penurunan angka pengangguran.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi ketiga RPJMD (Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera).
7. Infrastruktur, melalui perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur perdesaan, perencanaan dan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:

a) Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.

b) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis,  dan cepat tumbuh.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi ketiga RPJMD (Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera).
8. Penanggulangan Kemiskinan, dalam upaya menurunkan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Secara umum prioritas ini dilipih untuk :

a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.

b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.

c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung.

d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi ketiga RPJMD (Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera).
9. Lingkungan hidup, melalui pengendalian pencemaran dan perusakan linkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk :
a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan.

b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi keempat RPJMD (Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Lestari).
10. Pemanfaatan Ruang, melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengendalian dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi keempat RPJMD (Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Lestari). 
Tabel 4.3.
Keterkaitan antara Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah

	No
	Prioritas Daerah
	Sasaran Daerah



	(1)
	(2)
	(3)

	1.
	Pertanian
	1. Meningkatnya  kontribusi sektor pertanian  tanaman pangan,   perkebunan    dan   kontribusi     produksi kelompok petani  terhadap PDRB sektor pertanian

2. Meningkatnya     jumlah    rumah     tangga       yang memperoleh  pangan  dalam  jumlah   dan   kualitas yang cukup sepanjang  waktu,  dengan  harga yang terjangkau 
3. Meningkatnya  pemenuhan   kebutuhan    konsumsi pangan (Ketahanan pangan daerah)
4. Meningkatnya  produktivitas   pertanian,   perikanan 

5. Mengembangkan industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan



	2.
	Reformasi Birokrasi dan Tata pemerintahan
	1. Meningkatnya  penataan  kelembagaan  yang  tepat ukuran  dan   kewenangan  yang   jelas   dan    tidak tumpang tindih
2. Meningkatnya  Ketersediaan SDM Pemkab  Bangka yang sesuai dengan kompetensinya
3. Meningkatnya pengelolaan keuangan  daerah  yang akuntabel
4. Meningkatnya  kualitas  pelayanan   publik   kepada semua lapisan masyarakat
5. Meningkatnya   pelayanan   yang   transparan   dan akuntabel     dengan     memanfaatkan      teknologi informasi


	3.
	Pendidikan
	1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah


	4.
	Kesehatan
	1. Meningkatnya usia harapan hidup

	5.
	Kebudayaan dan Pariwisata


	1. Meningkatnya   usaha   pariwisata   yang    berdaya  dan berbasis masyarakat 

2. Meningkatnya pelestarian budaya daerah
3. Meningkatnya   kerukunan   umat   beragama    dan keamanan lingkungan


	6.
	Perekonomian
	1. Meningkatnya  pendapatan masyarakat

2. Menurunnya angka kemiskinan



	7.
	Infrastruktur
	1.   Meningkatnya   proporsi   panjang   jaringan   jalan, jembatan ,  drainase dan irigasi dalam kondisi baik
2.   Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan transportasi yang aman dan lancar
3.   Meningkatnya    akses   air    minum   yang     aman  serta sanitasi yang layak
8. Meningkatnya  akses  masyarakat  terhadap  sarana dan prasarana olahraga
9. Meningkatnya   kualitas   pemuda   dan    organisasi kepemudaan 


	8.
	Penanggulangan Kemiskinan
	1. Menurunnya angka kemiskinan
2. Meningkatnya  pendapatan masyarakat


	9.
	Lingkungan Hidup
	1. Meningkatnya   upaya    kelestarian    dan    kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya  optimalisasi  usaha   pertambangan, perkebunan    dan    kelautan    yang    berwawasan lingkungan



	10.
	Penataan  Ruang
	1. Meningkatnya  pemanfaatan penataan ruang


Berdasarkan Tabel IV.4.3 di atas, satu prioritas daerah dapat mendukung beberapa sasaran daerah. Pemilihan prioritas daerah dimaksudkan agar implementasinya lebih fokus dan lebih terarah dan dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun stakeholder lainnya.
Tabel 4.4.
Korelasi Prioritas RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2014 - 2018 dengan Prioritas  Pembangunan Daerah Tahun 2016
	Prioritas RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2014 - 2018


	Prioritas Pembangunan Derah    Tahun 2016 (RKPD)

	1. Pertanian 

2. Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan 

3. Pendidikan 

4. Kesehatan 

5. Kebudayaan dan Pariwisata 

6. Perekonomian 

7. Infrastruktur 

8. Penanggulangan Kemiskinan 

9. Lingkungan Hidup 

10.Penataan Ruang


	1. Perekonomian

2. Pertanian 

3. Infrastruktur 

4. Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan

5. Pendidikan

6. Kesehatan

7. Kebudayaan dan Pariwisata

8. Penanggulangan Kemiskinan

9. Lingkungan Hidup

10.Penataan Ruang 




Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa  prioritas RKPD Tahun 2016 seiring dan sejalan dengan prioritas RPJMD sesuai dengan arah dan penekanan pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2014 - 2018 yang telah memasuki tahun ke tiga, hal ini terkait sebagai upaya untuk penyelesaian beberapa isu strategis. Pemilihan Prioritas Daerah sangat terkait dengan upaya pencapaian prioritas dan sasaran Pembangunan Nasional (9 Agenda Prioritas – NAWA CITA), SDGs, SPM, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan pekerjaaan serta program yang berkelanjutan. Untuk melihat korelasi antar hubungan ini dapat dilihat pada Gambar 4.5.Tabel 4.6,Tabel 4.7. dan  Tabel 4.8.
Tabel 4.5.
Prioritas Pembangunan Tahun 2016
	Prioritas Nasional

(9 Agenda Priotitas - NAWA CITA)
	Prioritas Provinsi
	Prioritas Daerah



	1. Melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman
2. Tata kelola Pemerintahan
3. Membangun Indonesia dari pinggiran 
4. Reformasi sistem dan penegakan hukum 
5. Kualitas hidup manusia dan masyarakat
6. Produktivitas rakyat dan  daya saing 
7. Kemandirian 
  ekonomi domestik
8. Revolusi karakter 
  Bangsa
9. Kebhinekaan
	1. Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur; 
2. Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi;
3. Penguatan Rural Urban Linkages;
4. Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun;
5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
6. Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Program SATAM EMAS;
8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
9. Rehabilitasi Lahan Kritis dan lahan Bekas Tambang;
10.Pemberdayaan Budaya Lokal dan  Destinasi Wisata;
11.Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah;
12.Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
13.Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

	1. Pertanian 

2. Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan

3. Pendidikan

4. Kesehatan

5. Kebudayaan dan Pariwisata

6. Perekonomian 

7. Infrastruktur 

8. Penanggulangan Kemiskinan 

9. Lingkungan Hidup

10.Penataan Ruang


Tabel 4.6.
Korelasi Prioritas Pembangunan dalam mendukung Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional Tahun 2016
	Prioritas Nasional
(9 Agenda Priotitas - NAWA CITA)

	Prioritas Provinsi
	Prioritas Daerah



	1. Melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman
2. Tata kelola Pemerintahan
3. Membangun Indonesia dari pinggiran 

4. Reformasi sistem dan penegakan hukum 
5. Kualitas hidup manusia dan masyarakat
6. Produktivitas rakyat dan  daya saing 
7. Kemandirian 

  ekonomi domestik

8. Revolusi karakter 
Bangsa

9. Kebhinekaan

	1. Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur
2. Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan
3. Program SATAM EMAS
1. Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur
1. Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi
2. Penguatan Rural Urban Linkages
3. Pemberdayaan Budaya Lokal dan  Destinasi Wisata
4. Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1. Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur
1. Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
3. Program SATAM EMAS
1. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
2. Program SATAM EMAS
3. Pemberdayaan Budaya Lokal dan  Destinasi Wisata
1. Program SATAM EMAS
2. Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi
5. Pemberdayaan Budaya Lokal dan  Destinasi Wisata
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
4. Reklamasi Lahan Kritis dan Lahan Eks Tambang

5. Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas antar Wilayah

6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1. Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
1. Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

	1.  Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan

2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan

1. Pertanian

2. Kebudayaan dan Pariwisata

3. Infrastruktur

4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Penataan Ruang
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Penanggulangan Kemiskinan
1. Pertanian
2. Perekonomian 

1. Pertanian
2. Perekonomian 

1. Pendidikan
1. Pendidikan

2. Kebudayaan dan Pariwisata


Tabel 4.7.
Korelasi Prioritas Pembangunan Daerah dalam Merespon Program SDGs

	No.
	Tujuan Pembangunan SGDs
	Prioritas Kabupaten Bangka  2014 – 2018

	(1)
	(2)
	(3)

	1
	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana-mana.
	· Pertanian 

· Perekonomian

· Penanggulangan kemiskinan 



	2
	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.
	· Pertanian 

· Perekonomian

· Penanggulangan kemiskinan 

 

	3
	Memastikan  hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia.
	· Kesehatan 

	4
	Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.
	· Pendidikan 

	5
	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
	· Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan
· Pendidikan 
· Kesehatan
· Penanggulangan Kemiskinan 

	6
	Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua.
	· Kesehatan 

· Infrastruktur
· Lingkungan Hidup
· Penataan Ruang

	7
	Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
	· Lingkungan hidup 

· Infrastruktur 

· Penataan Ruang



	8
	Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
	· Perekonomian
· Infrastruktur
· Penanggulangan kemiskinan
· Pertanian


	9
	Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.
	· Infrastruktur
· Perekonomian

· Penataan Ruang

	10
	Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara.
	· Pendidikan
· Penanggulangan Kemiskinan
· Kesehatan

· Infrastruktur

· Perekonomian

	11
	Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
	· Penanggulangan Kemiskinan
· Infrasruktur
· Penataan Ruang

	12
	Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.
	· Pertanian
· Perekonomian

	13
	Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
	· Lingkungan Hidup
· Penataan Ruang

	14
	Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudera, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan.
	· Lingkungan Hidup
· Penataan Ruang

	15
	Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
	· Lingkungan Hidup
· Penataan Ruang

	16
	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
	· Pendidikan 
· Kesehatan
· Kebudayaan dan Pariwisata

	17
	Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
	· Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan
· Pendidikan 
· Kesehatan
· Infrastruktur



Tabel 4.8.
Korelasi Prioritas Kabupaten Bangka 

dalam Mendukung Pelaksanaan SPM

	No.
	Standar Pelayanan Minimum
	Prioritas Kabupaten Bangka  2014-2018



	(1)
	(2)
	(3)

	1
	Bidang Kesehatan
	· Kesehatan 

· Penanggulangan kemiskinan 

	2
	Bidang Sosial*)
	· Penanggulangan kemiskinan 

	3
	Bidang Lingkungan Hidup*)
	· Llingkungan hidup

	4
	Bidang Pemdagri (revisi)
	· Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan



	5
	Bidang Perumahan Rakyat*)
	· Infrastruktur


	6
	Bidang PP & PA*)
	· Penanggulangan kemiskinan 
· Pendidikan

· Kesehatan

	7
	Bidang Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera

	· Penanggulangan kemiskinan
· Pendidikan

· Kesehatan

	8
	Bidang Pendidikan Dasar
	· Pendidikan



	9
	Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	· Infrastruktur 
· Penataan ruang 


	10
	Ketenagakerjaan*) 
	· Penanggulangan kemiskinan 


	11
	Kominfo
	· Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan 

· Infrastruktur



	12
	Ketahanan Pangan*)
	· Pertanian
· Perekonomian

· Penataan Ruang 

· Infrastruktur 

· Lingkungan Hidup



	13
	Kesenian*)
	· Penanggulangan kemiskinan 

· Kebudayaan dan Pariwisata



	14
	Perhubungan*)
	· Infrastruktur
· Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan

· Penataan Ruang



	15
	Penanaman Modal*)
	· Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan 

· Perekonomian

· Pantaan Ruang



Keterangan : *) diterapkan di tingkat kabupaten
Untuk melihat keterkaitan sasaran pembangunan daerah tahun 2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.9.
Matriks Indikator Sasaran

	Sasaran
	Indikator Sasaran 
	Target Tahun 2016

	(1)
	(2)
	(3)

	Meningkatnya  kontribusi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kontribusi produksi kelompok petani terhadap  PDRB sektor pertanian


	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 
	28%

	
	Kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB
	8,25%

	
	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB
	24,3%

	
	Kontribusi sub sektor perkebunan  terhadap PDRB
	8,76%

	
	kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB
	1.23%

	
	Kontribusi sub sektor perikanan  terhadap PDRB
	7.89%

	
	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB
	83,0%

	
	Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB
	0.60%

	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau
	Ketersediaan Pangan Utama per 1000 penduduk
	142.650 kg/1000 penduduk

	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan kosumsi pangan
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB


	20.12%

	
	Ekspor Bersih Perdagangan
	$ 78.607.556.153

	
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
	4.249 unit

	Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
	2,61 ton/ha

	
	Produksi perikanan


	30.365

	
	Produksi perikanan kelompok nelayan
	97,0%

	Mengembangkan industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan
	Peningkatan Teknologi Tepat guna pertanian, perikanan, dan kehutanan
	10%

	Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih
	Cakupan Penegakan PERDA
	75%

	
	Cakupan Penyelesaian  PERDA
	75%

	
	Terpenuhinya formasi kebutuhan pegawai Kabupaten Bangka berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
	40%

	Meningkatnya Ketersediaan SDM Pemkab Bangka yang sesuai dengan kompetensinya
	Persentase Pendidikan dan Pelatihan yang terkait dengan kedinasan
	60%

	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
	Openi Audit BPK 
	WTP

	
	Persentase penerapan GRMS (Government Resource Management System)
	65%

	
	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
	8 Pajak dan 3 Retribusi

	
	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
	70

	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat
	Jumlah Aparatur yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan pelayanan public
	40%

	
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
	85%

	Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perijinan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi
	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
	50%

	
	Sistem informasi manajemen  pemda
	15

	Meningkatnya   pendapatan masyarakat
	Pertumbuhan PDRB
	6.87%

	
	PDRB per kapita 
	24.570.675

	
	Pertumbuhan ekonomi
	7,97%

	
	Laju inflasi Kabupaten
	5.03%

	
	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita
	36%



	
	Produktivitas total daerah 
	6.565.465

	Menurunnya angka kemiskinan
	Persentase angka Kemiskinan
	4,50%

	
	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
	96.75%

	
	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
	1211orang

	Meningkatnya usaha Pariwisata yang berdaya saing dan berbasis masyarakat
	Rivatilisasi sumber daya pariwisata
	9

	Meningkatnya rata-rata lama sekolah
	Angka melek huruf 
	97,48%

	
	Angka rata-rata lama sekolah 
	10 tahun

	
	Angka partisipasi murni
	SD/MI: 93,93%

	
	
	SMP/

MTs:

65,0%

	
	
	SMA/

SMK/MA: 72,95%

	
	Angka partisipasi kasar

 


	SD/MI: 112,12%

	
	
	SMP/ MTs:108,15%

	
	
	SMA/ SMK 90,42%

	
	Angka partisipasi sekolah 

 
	SD/MI: 96,24%

	
	
	SMP/ MTs: 78%

	
	
	SMA/ SMK 77%

	Meningkatnya usia harapan hidup
	Angka kelangsungan hidup bayi
	99,92

	
	Angka usia harapan hidup


	71 tahun

	
	Persentase balita gizi buruk
	7,00%

	
	Persentase kematian ibu melahirkan per 100.000 orang
	12%

	
	Penderita penyakit malaria
	50%

	
	Penderita DBD per 100.000 orang
	100%

	
	Jumlah puskesmas
	12 unit

	
	Jumlah Posyandu
	217 unit

	
	Jumlah dokter 
	79 orang

	
	Jumlah Tenaga Medis/rasio tenaga medis per sat penduduk
	123 orang

	
	Rasio akseptor KB
	84,51%

	
	Cakupan peserta KB aktif
	44.969 orang

	
	Keluarga Pra Sejahtera & Keluarga  Sejahtera I


	6.356 kel

	Meningkatnya pelestarian budaya daerah
	Cakupan pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya daerah
	85%

	
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

	6

	Meningkatnya kerukunan umat beragama dan keamanan lingkungan

	Angka kriminal yang tertangani
	90%

	Meningkatnya Proporsi panjang jaringan jalan,jembatan ,  drainase dan irigasi dalam kondisi baik
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
	56,48%

	
	Rasio Jaringan Irigasi


	66,00%

	
	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
	75%

	
	Panjang jalan dilalui Roda 4


	1.135 km

	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan transportasi yang aman dan lancar
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
	3

	Meningkatnya akses air minum yang aman serta sanitasi yang layak
	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih
	87%

	
	Persentase Penduduk berakses Airminum

	93%

	
	Persentase Rumah tangga ber-Sanitasi


	84%

	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana olahraga
	Jumlah klub olahraga

	152 klub

	
	Jumlah gedung olahraga
	15 unit

	Meningkatnya kualitas pemuda dan organisasi kepemudaan
	Jumlah organisasi pemuda

	23

	
	Jumlah kegiatan kepemudaan

	10

	
	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta
	11 unit

	Meningkatnya upaya kelestarian dan kualitas lingkungan hidup
	Persentase penanganan sampah


	87%

	
	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
	0.17%

	
	Penegakan hukum lingkungan

	75%

	
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

	82%

	Meningkatnya usaha pertambangaan, kehutanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan
	Pertambangan tanpa ijin
	1.078 unit

	
	Rasio ketersediaan daya listrik
	1,17%

	
	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik


	90%

	
	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB


	18,24%

	
	Persentase Penurunan luas lahan kritis di Kabupaten Bangka
	3,15%



	
	Luas terumbu karang yang direhabilitasi
	9 lokasi

	
	Luas hutan mangrove yang direhabilitasi
	2.000 btg

	Meningkatnya Pemanfaatan  Penataan  Ruang
	Ketaatan terhadap RTRW 


	100%

	
	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
	4,0%

	
	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
	1.88%

	
	Ruang publik yang berubah Peruntukannya


	5%


4.4. Prioritas Pembangunan Kewilayahan

4.4.1. Kebijakan Umum Pembangunan Perekonomian Daerah 

Kebijakan ekonomi daerah merupakan langkah-langkah ekonomi yang diambil pemerintah daerah yang bersifat kongkret, terarah, terencana dan tepat sasaran serta memberikan dampak yang cukup signifikan dalam  perekonomian daerah Kabupaten Bangka. Pada tahun 2016 diharapkan kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran prioritas seperti memperluas kesempatan kerja seluas-luasnya diberbagai sektor ekonomi, memberantas kemiskinan, meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan, pemerataan pembangunan serta terciptanya kondisi perekonomian yang kondusif. 


Dengan adanya keterbatasan pemerintah daerah maka diharapkan peran swasta serta masyarakat untuk ikut mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan membuka berbagai lapangan usaha baru terutama yang berkaitan dengan sektor ekonomi sekunder dan tersier yang kontribusinya tidak begitu signifikan bagi pemerintah daerah. Disamping itu juga perlu dilakukan berbagai analisa mengenai berbagai potensi daerah yang belum begitu dioptimalkan terutama yang terdapat dipedesaan serta memprioritaskan kebijakan pembangunan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat seperti program padat karya, pemberian bantuan dana untuk usaha kecil menengah.

Berikut ini merupakan berbagai kebijakan umum  perekonomian  antara lain :

1. Meminimalisasi ketergantungan pada sektor unggulan terutama sektor pertambangan timah yang sangat rentan terhadap gejolak ekonomi global serta menimbulkan dampak negatip terhadap lingkungan dengan mendorong sektor ekonomi lain seperti pertanian yang dimodernisasi dengan teknologi, industri pengolahan non timah, perdagangan, hotel dan restoran serta upaya peningkatan daya energi listrik, air bersih sebagai salah satu syarat berkenaan dengan penanaman modal daerah. Secara berkesinambungan diharapkan pada penurunan pengeluaran pemerintah daerah (G) dalam membiayai pembangunan akibat timbulnya pihak swasta sebagai mitra pemerintah daerah untuk memperkuat perekonomian daerah.

2. Memprioritaskan pembangunan dalam skala wilayah kecamatan secara interregional dan saling memiliki keterkaitan  dalam proses pemerataan pembangunan daerah dengan memberikan perhatian yang lebih besar kepada wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya ekonomi yang besar sehingga secara berkesinambungan diharapkan perekonomian wilayah kecamatan mengalami peningkatan yang signifikan serta peningkatan keterkaitan antar wilayah kecamatan yang lebih besar.

3. Berkaitan dalam hal investasi, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para investor baik dari dalam daerah maupun luar daerah untuk menanamkan modalnya ke dalam sektor ekonomi non pertambangan, industri pengolahan non timah dengan menitikberatkan kepada sektor-sektor yang memiliki ICOR rendah sehingga secara berkesinambungan diharapkan penyerapan tenaga kerja semakin besar disertai dengan distribusi pendapatan yang semakin merata.

4. Mengurangi ketergantungan terhadap barang dan jasa dari luar daerah serta meningkatkan pengembangan dan keterkaitan sektor industri daerah baik backward maupun forward linkages diluar industri pengolahan non timah dengan memanfaatkan sumber daya yang merupakan potensi daerah seperti industri perikanan, pertanian serta sumber daya lain yang belum dioptimalkan, secara berkesinambungan diharapkan pada peningkatan volume ekspor daerah untuk mendorong pendapatan daerah.  

5. Menciptakan stabilitas ekonomi daerah dengan upaya fiskal untuk menyeimbangkan antar sektor ekonomi baik konsumsi (C), Pengeluaran Pemerintah (G), Investasi (I), Ekspor (X) maupun Impor (M) serta meminimalisir tingkat inflasi daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah.  

6.  Mencegah pemanfaatan lahan-lahan produktif untuk dialih fungsinya terutama dijadikan lahan pertambangan timah rakyat yang dapat merusak lingkungan serta pemanfaatannya yang tidak terkendali tetapi dengan mengembangkannya menjadi sumber daya ekonomi potensial lainnya yang lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

7. Mencegah terjadinya pelarian modal (Capital Flight) diakibatkan modal usaha yang berasal dari luar daerah sehingga masyarakat daerah tidak dapat menikmati sepenuhnya ouput dari usaha produksi yang bersangkutan. Upaya meminimalisir tersebut diharapkan daerah mampu lebih banyak mengambil mamfaat dan nilai tambah dari pengembangan usaha yang dilakukan.

8. Mewujudkan kemandirian daerah di dalam pengelolaan kewenangan yang ditandai oleh makin kuatnya kapasitas fiskal atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kaitan otonomi daerah.

4.4.1.1.  Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi (Pro Growth)
Dalam rangka mendukung tema RKPD Kabupaten Bangka tahun 2016 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, program-program perekonomian perlu dipertajam dan diperluas baik target maupun sasarannya. Untuk itu arah kebijakan perekonomian daerah antara lain :

a. Perbaikan Struktur APBD 2016 melalui penciptaan ruang fiskal yang lebih besar dalam rangka mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan  prinsip utama mengelola sumber pendapatan yang berkelanjutan dan  Quality of spending, dimana belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung dengan mengutamakan  belanja produktif  dan investatif
b. Memperkuat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan memberikan seluruh kewenangan perizinan dengan   lebih cepat, mudah, transparan dan terintegrasi.
c. Mengembangkan infrastruktur melalui pembangunan jalan dan jembatan di seluruh kecamatan yang akses perekonomian yang tinggi serta mengembangan jaringan irigasi di Puding Besar, Mendo Barat dan Riau Silip.
d. Diversifikasi pengembangan komoditi pertanian melalui pengembangan komoditi ubi kasesa, kepiting bakau, rumput laut dan kepiting bakau
e. Kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk pengadaan  300.000 bibit lada  unggul melalui kultur jaringan ex vitro
f. Pengembangan kawasan industri baru di Sungailiat dan Puding Besar  dengan pembangunan Pabrik Tapioka berskala besar
g. Peningkatan Alokasi Alokasi Dana Desa dan APBDes
h. Pendampingan Sarjana Membangun Desa dalam Pengelolaan Pembangunan Desa
i. Mengembangkan pangan lokal (beras aruk) dan mengurangi ketergantungan kebutuhan bahan pokok.
4.4.1.2.  Kebijakan Pembangunan Perekonomian Pro Poor
Dalam rangka mendukung tema RKPD Kabupaten Bangka tahun 2016 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, program-program penanggulangan kemiskinan perlu dipertajam dan diperluas baik target maupun sasarannya. Untuk itu strategi penanggulan kemiskinan antara lain :

a. Kebijakan, program dan kegiatan APBD 2016 yang pro kemiskinan dengan alokasi terbesar untuk Kecamatan Mendo Barat dan Puding Besar sebagai kecamatan dengan angka kemiskinan tertinggi

b. Pengembangan skema mikro kredit tanpa agunan dan tanpa bunga kepada UMKM melalui penyertaan modal modal BPR Syariah Bangka Belitung dan  JAMKRIDA.

c. Peningkatan akses terhadap perumahan dan pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

d. Perluasan kesempatan kerja. Strategi yang dilakukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan, melalui pendirian pabrik tepung tapioka, perkebunan rakyat dan pembagian bibit komoditi unggul karet, lada, dan sawit.
e. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk memperkuat kelembagaan BPD dan LPM beserta perangkatnya di desa-desa dalam pengelolaan dana desa untuk prioritas pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa (BUM Desa).
f. Pemberian subsidi APBD kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui subsidi pupuk dan BBM kepada petani dan nelayan, pembebasan biaya sekolah bagi anak-anak kurang mampu dan peningkatan subsidi harga sembako melalui pasar murah pada hari-hari besar

g. Pembangunan jamban untuk seluruh rumah tangga miskin yang belum memiliki jamban guna mencegah insiden penyakit berbasis lingkungan

h. Peningkatan kapasitas. Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan.

i. Perlindungan sosial. Strategi yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, kemampuan berbeda/ penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial, melalui bantuan sosial baik dana maupun barang.
4.4.1.3.  Kebijakan Pembangunan Perekonomian Pro Job
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangka pada tahun  2011 mencapai 3,15 persen, menurun pada tahun 2012 menjadi 2,77 persen kemudian meningkat pada Tahun 2013 yaitu mencapai 4,26. Pada kondisi ini Tingkat partisipasi angkatan kerja Tahun 2013 adalah 61,65% dan 4,26% diantaranya adalah pengangguran terbuka. Pada tahun 2016, tingkat pengganguran terbuka ditargetkan menurun 20%  . 

Untuk mengurangi tingkat pengangguran tersebut, strategi pembangunan yang ditempuh antara lain :

a. Meningkatkan jiwa enterpreneur masyarakat terutama lebih diprioritaskan pada tenaga kerja usia produktif, lebih kepada pengembangan sektor ekonomi mikro; 

b. Meningkatkan riset dan inovasi yang diprioritaskan kepada Usaha Kecil dan Menengah (ekonomi kreatif) untuk mendapatkan Bintek workshop ekonomi mikro, sehingga meningkatkan proses produksi menjadi lebih baik; 

c. Meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat perkotaan dan desa melalui kerjasama dengan BLK baik sekala Regional maupun Nasional. 

Arah kebijakan penanggulan pengangguran daerah antara lain :

a. Pengembangan pasar tenaga kerja yang dapat mempengaruhi terbentuknya sistem dan mekanisme hubungan industrial yang kondusif untuk menjaga ketenangan bekerja dan berusaha;

b. Penerapan kebijakan pengupahan dan penerimaan-pemberhentian pekerja (hiring-firing) kearah suatu sistem yang dapat menerima fleksibilitas dalam rangka memperbaiki efisiensi pasar tenaga kerja;

c. Penyempurnaan pelaksanaan uji kompetensi dan memperbaiki peraturan yang dapat mempermudah penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja.
4.4.1.4. Kebijakan Pembangunan berkelanjutan dan Lingkungan   Hidup      (Pro Sustainable/ Environment)
Dalam rangka mendukung tema RKPD Kabupaten Bangka tahun 2016 untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan perbaikan lingkungan hidup untuk mensejahterakan masyarakat yang berkeadilan, program-program perlu dipertajam dan diperluas baik target maupun sasarannya. Untuk itu arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan lingkungan hidup antara lain :

a. Pengaturan regulasi menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi secara benar menurut kaidah ekologi, melalui kajian tata ruang yang telah direkomendasikan Pemerintah Daerah.
b. Penerbitan Perarutaran Daerah, Peraturan Bupati, dan AMDAL dari Badan Lingkungan Hidup perlu kajian dan analisis, sehingga pembuangan limbah industri maupun rumah tangga tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi pencemaran. 
c. Program konservasi lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan untuk masa yang akan datang yang melibatkan masyarakat dan sekolah Adiwiyata.
d. Program taman kota yang membuat asri dan mengurangi pencemaran udara.
e. Penegakan hukum bagi perusak lingkungan, berkoordinasi dengan pihak terkait.
4.4.2. Sasaran Pembangunan Wilayah

Sasaran pembangunan kecamatan menyediakan gambaran ekonomi seluruh kecamatan yang sangat berguna  untuk pengambilan keputusan pada tahun 2016, serta pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang ditempuh untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016. Secara detail,  sasaran pembangunan  perekonomian tersebut diindikasikan oleh; (1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);                   (2) Pendapatan Per Kapita; (3) Tingkat Kemiskinan; (4) Tingkat Pengangguran;          (5) Pertumbuhan Ekonomi; dan (6) Tingkat Inflasi, tersaji pada tabel  berikut:

Tabel 4.10.
Sasaran Pembangunan Perekonomian Kabupaten Bangka Tahun 2016
	Kecamatan
	Sasaran Pembangunan 2016

	
	PDRB

(juta Rp)
	Pendapatan

Per Kapita (Rp)
	Tingkat

Kemiskinan

(%)
	Tingkat

Pengangguran

(%)
	Pertumbuhan

Ekonomi

(%)
	Tingkat

Inflasi

(%)

	Sungailiat
	2.500.811
	22.028.630
	1,21
	3,62
	9,08
	9,31

	Belinyu
	1.380.011
	24.499.111
	5,16
	4,24
	8,16
	8,48

	Mendo Barat
	1.085.481
	19.041.582
	7,48
	3,17
	8,91
	7,91

	Merawang
	954.250
	27.388.960
	1,89
	4,30
	9,08
	8,68

	Pemali
	747.714
	21.441.231
	0,14
	3,40
	9,33
	7,18

	Riau Silip
	1.175.827
	19.041.582
	6,02
	5,81
	7,60
	6,47

	Bakam
	710.542
	32.200.126
	6,62
	4,32
	8,82
	3.87

	Puding Besar
	591.943
	28.658.269
	8,39
	5,34
	9,07
	5.67

	Rerata Kabupaten
	9.146.579
	26.403.136
	4,61
	4,27
	8,76
	7,19


Untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana yang terlihat pada tabel 3.6, pembangunan di Kabupaten Bangka harus secara proprosional memperhatikan tingkat perkembangan wilayah dan karakteristik  potensi perekonomian yang ada. Dengan pembangunan yang proporsional ini, diharapkan pembangunan makro dapat mencapai targetnya. Dari  aspek pro poor, diharapkan terjadinya peningkatan beberapa indikator makro seperti  PDRB yang mencapai  Rp. 9.146.579 juta, dengan sumbangan terbesar berasal dari Kecamatan Sungailiat, Pendapatan per Kapita  meningkat menjadi Rp. 26.403.136, dengan kontribusi terbesar berasal  dari kecamatan Bakam dan tingkat kemiskinan mengalami penurunan hingga menjadi 4,61 persen, dengan kecamatan Pemali menjadi kecamatan dengan angka kemiskinan paling rendah. Dari aspek Pro Job, pembangunan 2016 diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran diseluruh kecamatan, sehingga diharapkan secara agregat, tingkat pengangguran Kabupaten Bangka mengalami penurunan menjadi 1,39 persen, dengan kecamatan Pemali sebagai kecamatan yang memiliki tingkat pengangguran terkecil. Dari aspek pro growth, pembangunan harus disertai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan, sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka di tahun 2016 mencapai 8,76 persen, dengan kecamatan Sungailiat sebagai kecamatan dengan pertumbuhan tertinggi sekaligus perndorong pertumbuhan wilayah lainnya, disertai dengan tingkat inflasi yang mengalami penurunan menjadi  7,19 persen.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut, pembangunan wilayah kecamatan tahun 2016 diarahkan pada pembangunan dengan fokus  pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, pengembangan wilayah kecamatan harus memperhatikan dengan cermat RTRW Kabupaten Bangka.  Dalam hirarki rencana system tata kota di Kabupaten Bangka, Sungailiat dan Belinyu menjadi Pusat Kegiatan Lokal, Puding Besar menjadi Pusat Pelayanan Kegiatan Promosi, sedangkan Mendo Barat, Riau Silip, Bakam, Pemali dan Merawang menjadi Pusat Pelayanan Kecamatan. Dari dimensi perekonomian, untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kondisi perekonomian dalam rangka menciptakan kemajuan dan kesejahteraan  masyarakat Kabupaten Bangka  adalah dengan cara mendorong sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya saing, produktivitas dan efek multiplier yang tinggi dan sustainable. Perekonomian dengan produktivitas rendah dan cenderung stagnan hanya akan memberikan upah dan tingkat pengembalian modal yang rendah. Persaingan global yang semakin ketat akan mengakibatkan aktivitas perekonomian tersebut semakin lama semakin terpinggirkan. Sebaliknya perekonomian yang produktivitasnya tinggi dan dapat dipertahankan secara berkelanjutan akan memungkinkan pemberian upah dan tingkat pengembalian modal yang tinggi. Selain itu, upah yang tinggi akan mendorong masyarakat meningkatkan kualitas sumber daya ekonomi dan sumber daya manusianya. 

Dalam konteks inilah, implikasi kebijakan pengembangan perekonomian di berbagai kecamatan adalah dengan terus mendorong, mengembangkan dan meningkatkan daya saing sektor yang memiliki tingkat keunggulan komparatif, kompetitif dan sustainable. Untuk memenuhi persyaratan sustainable ini, maka sektor-sektor dan komoditi yang berbasis unrenewable resource (pertambangan non migas, penggalian, industri logam dasar dan barang galian non logam) meskipun secara faktual mampu memberikan kontribusi perekonomian (PDRB) yang besar, namun tidak akan dikategorikan dalam kelompok unggulan dan berdaya saing tinggi. Sektor dan komoditi yang memiliki keunggulan daya saing tersebut selanjutnya harus dikelompokkan dalam beberapa prioritas pengembangan. 

Dengan konsep pembangunan yang menggabungkan aspek spasial dan ekonomi tersebut, kedepan diharapkan permasalahan disparitas pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Bangka dapat dituntaskan dan  keseimbangan antara pertumbuhah ekonomi kecamatan maju dan tertinggal melalui investasi sumberdaya manusia, sumberdaya sosial, sumberdaya buatan dan sumberdaya alam dapat dikedepankan. Pentingnya pemecahanan masalah disparitas pembangunan di Kabupaten Bangka disebabkan beberapa hal berikut: (1) untuk mencapai pembangunan perekonomian yang stabil; (2) untuk medapatkan percepatan pertumbuhan ekonomi; (3) dalam rangka pemanfaatan dan konservasi sumberdaya secara berkelanjutan; (4) untuk menciptakan dan promosi kesempatan kerja; (5) untuk mengurangi tekanan beban penduduk pada sektor primer terutama sektor pertambangan; (6) untuk mengurangi tekanan dan dampak negatif ”urbanisasi” dan polusi; (7) untuk menghindari konflik dan stabilitas politik daerah;  dan (8) untuk menjaga stabilitas ketahanan daerah.

4.4.2.1.  Pembangunan Wilayah Kecamatan Sungailiat

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2016, yang pro job, pro poor dan pro growth, yang diindikasikan oleh besaran PDRB Rp. 2.500.811 juta, pendapatan per kapita Rp. 22.028.630, tingkat kemiskinan 1,21  persen, tingkat pengangguran 3,62 persen, pertumbuhan ekonomi 9,08 persen dan tingkat inflasi 9,31 persen, pembangunan kecamatan Sungailiat, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan  wilayah Kecamatan Sungailiat  adalah sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan sebagai Pusat Wilayah Pengembangan I.

Dalam konsep Wilayah Pengembangan I, wilayah pengembangan-nya, disamping Sungailiat sebagai pusat, juga mencakup daerah wilayah timur yaitu Kecamatan Pemali dan Merawang. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi yakni Kota Pangkal Pinang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat. Wilayah Pengembangan ini apabila dibandingkan luasnya dengan kedua WP lainnya, relatif kecil. Wilayah Pengembangan ini juga dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Pangkal Pinang yang berfungsi sebagai PKW dengan Kota Sungailiat (PKL) dan Belinyu (PKL) yang di dalamnya terdapat koridor cepat tumbuh, yaitu di koridor Pangkalpinang – Sungailiat.
Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan  Sungailiat pada tahun 2016 adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan Kabupaten Bangka; (2) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya; (3) Wilayah pemasaran bagi produksi hinterland; (4) Pendorong perkembangan wilayah; (5) Penyedia sarana dan prasarana kota; (6) Pusat perdagangan & jasa; (7) Kegiatan Wisata; (8) Kesehatan; dan (9) Pendidikan.

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum  pembangunan Sungailiat diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian dan komoditi, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.11.                                                                                                   Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Sungailiat
	No
	Prioritas Pengembangan
	Sektor

	1
	I
	Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot Rumah tangga

	
	
	Industri Kertas, percetakan dan penerbitan

	
	
	Industri Barang Logam, Mesin dan Peralatan

	
	
	Listrik

	
	
	Bangunan

	
	
	Perdagangan besar dan eceran

	
	
	Restoran

	
	
	Angkutan Jalan Raya

	
	
	Angkutan Laut

	
	
	Jasa penunjang angkutan

	
	
	Pos dan Telekomunikasi

	
	
	Bank dan lembaga keuangan bukan bank

	
	
	Jasa Perusahaan

	
	
	Jasa Administrasi Pemerintahan

	2
	II
	Perikanan, Peternakan dan hasil-hasilnya

	
	
	Industri Industri Makanan, Minuman dan Tembakau

	
	
	Air bersih

	
	
	Hotel

	
	
	Angkutan sungai, danau dan penyeberangan

	
	
	Jasa penunjang komunikasi, Sewa bangunan

	
	
	Sosial kemasyarakatan

	
	
	Hiburan dan rekreasi

	
	
	Perorangan dan rumah tangga

	3
	III
	Tanaman bahan makanan

	
	
	Tanaman perkebunan

	4
	IV
	Kehutanan


4.4.2.2.  Pembangunan Wilayah Kecamatan Belinyu
Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2016, yang pro job, pro poor dan pro growth, yang diindikasikan oleh besaran PDRB Rp.1.380.011, pendapatan per kapita Rp. 24.499.111, tingkat kemiskinan 5,16 persen, tingkat pengangguran 4,24 persen, pertumbuhan ekonomi 8,16 persen dan tingkat inflasi 8,48 persen, pembangunan kecamatan Belinyu, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan  wilayah Kecamatan Belinyu  adalah sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan II. 

Dalam konsep Wilayah Pengembangan II, Ruang wilayah Belinyu yang dapat dikembangkan untuk kegiatan Ekonomi yang berpotensi dan diharapkan dapat berkembang di masa yang akan datang diantaranya adalah:
1. Berkembangnya kawasan industri perikanan terpadu di wilayah Teluk Kelabat yang meliputi kawasan Teluk Kelabat yang berada di Kabupaten Bangka dan Bangka Barat; 

2. Kawasan Perkebunan di barat dan selatan, Kawasan Perikanan tambak di utara dan selatan, kawasan tamanan pangan lahan kering di utara dan barat, kawasan pertambangan di barat dan selatan; 

3. Wilayah Pengembangan II mengembangkan struktur wilayah seperti jaringan jalan, listrik, sistem air minum, pemakaman umum, tempat pengolahan akhir sampah, drainase, dan lain-lain kebutuhan infrastruktur kota  

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Belinyu pada tahun 2016 adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan kecamatan; (2) Pelabuhan Laut Regional ; (3) Kondisi eksisting yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dengan keberadaan kawasan permukiman akan mempengaruhi munculnya aktifitas baru; dan (4) Adanya kegiatan Industri Perikanan Terpadu mendukung Kegiatan  lainnya.

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Belinyu diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian dan komoditi, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.12.                                                                                                 Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Belinyu

	No
	Prioritas Pengembangan
	Sektor

	
	I
	Kehutanan

	
	
	Industri Makanan, minuman dan tembakau

	
	
	Industri Kimia, karet, plastik, minyak bumi dan batubara

	
	
	Air bersih

	
	
	Restoran

	
	
	Angkutan sungai, danau dan penyeberangan

	
	
	Jasa penunjang komunikasi

	
	
	Sewa bangunan

	
	
	Jasa administrasi pemerintahan

	
	
	Perorangan dan rumah tangga

	2
	II
	Perikanan

	
	
	Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot rumah tangga

	
	
	Industri Barang logam, mesin dan peralatannya

	
	
	Listrik

	
	
	Bangunan

	
	
	Perdagangan besar dan eceran

	
	
	Angkutan jalan raya

	
	
	Angkutan laut

	
	
	Jasa penunjang angkutan

	
	
	Pos dan telekomunikasi

	
	
	Bank

	
	
	Lembaga keuangan bukan bank

	
	
	Jasa perusahaan

	
	
	Sosial kemasyarakatan 

	
	
	Hiburan dan rekreasi

	3
	III
	Tanaman bahan makanan

	4
	IV
	Tanaman perkebunan

	
	
	Peternakan dan hasil-hasilnya


4.4.2.3.  Pembangunan Wilayah Kecamatan Mendo Barat
Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2016, yang pro job, pro poor dan pro growth, yang diindikasikan oleh besaran PDRB Rp. 1.085.481, pendapatan per kapita Rp. 19.041.582,  tingkat kemiskinan 7,48  persen, tingkat pengangguran 3,17 persen, pertumbuhan ekonomi 8,91 persen dan tingkat inflasi 7,91 persen, pembangunan kecamatan Mendo Barat, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan  wilayah Kecamatan Mendo Barat  adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk              dalam Wilayah Pengembangan III.  



Dalam konsep Wilayah Pengembangan III, yang berpusat di Puding Besar, dengan wilayah cakupan Kecamatan Puding Besar, Bakam, dan Mendo Barat,  berbatasan dengan Kecamatan Pemali dan Merawang di timur, berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah di selatan,  berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat di utara dan  berbatasan dengan Selat Bangka di barat, wilayah pengembangan-nya mempunyai wilayah terluas dari semua WP yang ada dan dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Kota Pangkalpinang dengan Muntok dimulai dari ujung timur di Desa Kace Timur - Puding Besar-Desa Maras Senang yang berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat. Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan ekonomi di masa datang adalah :

1. Kawasan Perkebunan di barat dan selatan WP, kawasan tanaman pangan lahan kering yang membentang dari barat hingga timur, kawasan pertambangan di tengah dan barat daya serta kawasan wisata budaya Kota Kapur di Mendo Barat;

2. Kawasan Perdagangan dan Jasa di sepanjang perbatasan antara Desa Kace Timur dan Pangkal Pinang.



Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan  Mendo Barat pada tahun 2016 adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan kecamatan; (2) Pusat kegiatan industri dengan basis utama komoditas hasil-hasil pertanian; (3) Wilayah pemasaran bagi produksi hinterland; (4) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya; (5) Agropolitan; dan (6) Perkebunan.

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Mendo Barat diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.13.                                                                                                           Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Mendo Barat
	No
	Prioritas Pengembangan
	Sektor

	1.
	I
	Tanaman Perkebunan

	
	
	Perdagangan Besar dan Eceran

	
	
	 Restoran

	
	
	 Angkutan Jalan Raya

	
	
	 Lembaga Keuangan Bukan Bank

	
	
	 Jasa Perusahaan

	
	
	 Sosial Kemasyarakatan

	
	
	 Industri Makanan, Minuman dan tembakau

	
	
	 Industri Kimia, Karet, Plastik, Minyak Bumi dan Batubara

	
	
	Industri Barang logam, mesin dan peralatan

	2
	II
	 Tanaman Bahan Makanan

	
	
	 Peternakan dan hasil-hasilnya

	
	
	 Kehutanan

	
	
	 Jasa Penunjang Angkutan

	
	
	 Sewa Bangunan

	
	
	 Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan

	
	
	 Perorangan dan Rumah Tangga

	
	
	 Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot RT

	
	
	 Listrik

	3
	III
	 Hotel

	
	
	 Pengangkutan

	
	
	 Pos dan Telekomunikasi

	
	
	 Jasa Penunjang Komunikasi

	
	
	 Bank

	
	
	 Air bersih

	4
	IV
	 Perikanan


4.4.2.4.  Pembangunan Wilayah Kecamatan  Merawang
Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2016, yang pro job, pro poor dan pro growth, yang diindikasikan oleh besaran PDRB Rp. 954.250,  pendapatan per kapita Rp. 27.388.960, tingkat kemiskinan 1,89 persen, tingkat pengangguran 4,30 persen, pertumbuhan ekonomi 9,08  persen dan tingkat inflasi 8,68 persen, pembangunan kecamatan Merawang, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan  wilayah Kecamatan Merawang  adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan I. 

Dalam konsep Wilayah Pengembangan I, wilayah pengembangan-nya, disamping Sungailiat sebagai pusat, juga mencakup daerah wilayah timur yaitu Kecamatan Pemali dan Merawang. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi yakni Kota Pangkal Pinang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat. Wilayah Pengembangan ini apabila dibandingkan luasnya dengan kedua WP lainnya, relatif kecil. Wilayah Pengembangan ini juga dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Pangkal Pinang yang berfungsi sebagai PKW dengan Kota Sungailiat (PKL) dan Belinyu (PKL) yang di dalamnya terdapat koridor cepat tumbuh, yaitu di koridor Pangkalpinang – Sungailiat.
Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Merawang  pada tahun 2016 adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan Kabupaten Bangka; (2) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya; (3) Wilayah pemasaran bagi produksi hinterland; (4) Pendorong perkembangan wilayah; (5) Penyedia sarana dan prasarana kota; (6) Pusat perdagangan & jasa; (7) Kegiatan Wisata; (8) Kesehatan; dan (9) Pendidikan.

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Merawang diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian , dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.14.                                                                                                      Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Merawang

	No
	Prioritas Pengembangan
	Sektor

	1
	I
	Air bersih

	2
	II
	Tanaman bahan makanan

	
	
	Industri Kimia, karet, plastik, m. Bumi dan batubara

	
	
	Hotel

	
	
	Hiburan dan rekreasi

	3
	III
	Tanaman perkebunan

	
	
	Kehutanan

	
	
	Perikanan

	
	
	Industri Makanan, minuman dan tembakau

	
	
	Listrik

	
	
	Pos dan telekomunikasi

	
	
	Jasa penunjang komunikasi

	
	
	Administrasi pemerintahan dan pertahanan

	
	
	Perorangan dan rumah tangga

	4
	IV
	Peternakan dan hasil-hasilnya

	
	
	Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot rumah tangga

	
	
	Industri Barang logam, mesin dan peralatannya

	
	
	Bangunan


4.4.2.5. Pembangunan Wilayah Kecamatan Pemali
Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2016, yang pro job, pro poor dan pro growth, yang diindikasikan oleh besaran PDRB Rp.747.714,  pendapatan per kapita Rp. 21.441.231, tingkat kemiskinan 0,14 persen, tingkat pengangguran 3,40 persen, pertumbuhan ekonomi 9,33 persen dan tingkat inflasi 7,18 persen, pembangunan kecamatan Pemali, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Pemali  adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan I. 

Dalam konsep Wilayah Pengembangan I, wilayah pengembangan-nya, disamping Sungailiat sebagai pusat, juga mencakup daerah wilayah timur yaitu Kecamatan Pemali dan Merawang. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi yakni Kota Pangkal Pinang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat. Wilayah Pengembangan ini apabila dibandingkan luasnya dengan kedua WP lainnya, relatif kecil. Wilayah Pengembangan ini juga dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Pangkal Pinang yang berfungsi sebagai PKW dengan Kota Sungailiat (PKL) dan Belinyu (PKL) yang di dalamnya terdapat koridor cepat tumbuh, yaitu di koridor Pangkalpinang – Sungailiat.
Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Pemali pada tahun 2016 adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan Kabupaten Bangka; (2) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya; (3) Wilayah pemasaran bagi produksi hinterland; (4) Pendorong perkembangan wilayah; (5) Penyedia sarana dan prasarana kota; (6) Pusat perdagangan & jasa; (7) Kegiatan Wisata; (8) Kesehatan; dan (9) Pendidikan.

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Pemali  diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:
Tabel 4.15.                                                                                                        Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Pemali

	No
	Prioritas Pengembangan


	Sektor

	1
	I
	Hiburan dan Rekreasi

	2
	II
	Perkebunan

	No
	Prioritas Pengembangan


	Sektor

	3.
	III
	Tanaman Bahan Makanan

	
	
	Kehutanan

	
	
	Perikanan

	
	
	Industri Kayu, Bambu, Rotan dan Perabot Rumah Tangga

	
	
	Industri Barang logam, Mesin dan Peralatan

	
	
	Listrik

	
	
	Bangunan

	
	
	Angkutan Jalan Raya

	
	
	Pos dan Telekomunikasi

	
	
	Bank

	
	
	Lembaga Keuangan Bukan Bank

	
	
	Sewa Bangunan

	
	
	Jasa Perorangan dan Rumah Tangga

	4.
	IV
	Peternakan

	
	
	Industri Makanan 

	
	
	Perdagangan

	
	
	Restoran

	
	
	Jasa Penunjang komunikasi

	
	
	Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan

	
	
	Sosial Kemasyarakatan


4.4.2.6.  Pembangunan Wilayah Kecamatan Riau Silip
Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2016, yang pro job, pro poor dan pro growth, yang diindikasikan oleh besaran PDRB Rp. 1.175.827,-,  pendapatan per kapita Rp. 35.967.176,-, tingkat kemiskinan 6,02 persen, tingkat pengangguran 5,81 persen, pertumbuhan ekonomi 7,60 persen dan tingkat inflasi 6,47 persen, pembangunan kecamatan Riau Silip, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan  wilayah Kecamatan Riau Silip  adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan II. 


Dalam konsep Wilayah Pengembangan II, Ruang wilayah Riau Silip yang dapat dikembangkan untuk kegiatan Ekonomi yang berpotensi dan diharapkan dapat berkembang di masa yang akan datang diantaranya adalah:
1. Berkembangnya kawasan industri perikanan terpadu di wilayah Teluk Kelabat yang meliputi kawasan Teluk Kelabat yang berada di Kabupaten Bangka dan Bangka Barat; 

2. Kawasan Perkebunan di barat dan selatan, Kawasan Perikanan tambak di utara dan selatan, kawasan  tamanan pangan lahan kering di utara dan barat, kawasan pertambangan di barat dan selatan; 

3. Wilayah Pengembangan II mengembangkan struktur wilayah seperti jaringan jalan, listrik, sistem air minum, pemakaman umum, tempat pengolahan akhir sampah, drainase, dan lain-lain kebutuhan infrastruktur kota.
Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Riau Silip pada tahun 2016 adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan kecamatan; (2) Pelabuhan Laut Regional ; (3) Kondisi eksisting yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dengan keberadaan kawasan permukiman akan mempengaruhi munculnya aktifitas baru; dan (4) Adanya kegiatan Industri Perikanan Terpadu mendukung Kegiatan  lainnya.

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum  pembangunan Riau Silip diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian dan komoditi, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:
Tabel 4.16.                                                                                                    Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Riau Silip
	No
	Prioritas Pengembangan
	Sektor

	1
	I
	Tanaman Perkebunan

	2
	II
	 Kehutanan

	3
	III
	 Perikanan

	
	
	 Industri Kayu, bambu, rotan dan perabotan RT

	
	
	 Bahan galian bukan logam

	
	
	 Bahan logam, mesin dan peralatan

	
	
	 Perdagangan besar dan eceran

	
	
	 Pengangkutan

	
	
	 Bank

	
	
	 Lembaga keuangan bukan bank

	
	
	 Sewa Bangunan

	
	
	 Jasa perusahaan

	
	
	 Sosial kemasyarakatan

	
	
	 Perorangan dan rumah tangga

	4
	IV
	 Tanaman bahan makanan

	
	
	 Peternakan dan hasil-hasilnya

	
	
	 Industri Makanan, minuman dan tembakau

	
	
	 Listrik

	
	
	 Restoran

	
	
	 Pos dan telekomunikasi

	
	
	 Jasa penunjang komunikasi

	
	
	 Administrasi pemerintahan dan pertahanan

	
	
	 Hiburan dan rekreasi


4.4.2.7.  Pembangunan Wilayah  Kecamatan Bakam
Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2016, yang pro job, pro poor dan pro growth, yang diindikasikan oleh besaran PDRB Rp. 710.542,  pendapatan per kapita Rp. 32.200.126, tingkat kemiskinan 6,62 persen, tingkat pengangguran 4,32 persen, pertumbuhan ekonomi 8,82 persen dan tingkat inflasi 3,86 persen, pembangunan kecamatan Bakam, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Bakam  adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan III.  


Dalam konsep Wilayah Pengembangan III, yang berpusat di Puding Besar, dengan wilayah cakupan Kecamatan Puding Besar, Bakam, dan Mendo Barat,  berbatasan dengan Kecamatan Pemali dan Merawang di timur, berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah di selatan,  berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat di utara dan berbatasan dengan Selat Bangka di barat, wilayah pengembangan-nya mempunyai wilayah terluas dari semua WP yang ada dan dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Kota Pangkalpinang dengan Muntok dimulai dari ujung timur di Desa Kace Timur - Puding Besar – Desa Maras Senang yang berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat. Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan ekonomi di masa datang adalah :

1. Kawasan Perkebunan di barat dan  selatan WP, kawasan tanaman pangan lahan kering yang membentang dari barat hingga timur, kawasan pertambangan di tengah dan barat daya serta kawasan wisata budaya Kota Kapur di Mendo Barat;

2. Kawasan Perdagangan dan Jasa di sepanjang perbatasan antara Desa Kace Timur dan Pangkal Pinang.



Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Bakam pada tahun 2016 adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan kecamatan; (2)  Pusat kegiatan industri dengan basis utama komoditas hasil-hasil pertanian; (3) Wilayah pemasaran bagi produksi hinterland; (4) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya; (5) Agropolitan; dan (6) Perkebunan.

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Bakam diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.17.                                                                                                       Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Bakam
	No
	Prioritas Pengembangan
	Sektor

	1
	I
	Kehutanan

	2
	II
	Perkebunan

	3
	III
	Tanaman Bahan Makanan

	
	
	Peternakan

	
	
	Perikanan

	
	
	Industri Kayu, Bambu, Rotan dan Perabot Rumah Tangga

	
	
	Listrik

	4
	IV
	Bangunan

	
	
	Perdagangan

	
	
	Restoran

	
	
	Angkutan Jalan Raya

	
	
	Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank

	
	
	Sewa Bangunan

	
	
	Jasa Perusahaan

	
	
	Jasa Administrasi Pemerintahan

	
	
	Industri Makanan, Minuman dan Tembakau

	
	
	Barang Logam, Mesin dan Peralatan

	
	
	Pos dan Telekomunikasi

	
	
	Jasa Pos dan Telekomunikasi

	
	
	Jasa Sosial

	
	
	Jasa Perorangan dan Rumah Tangga


4.4.8.  Pembangunan Wilayah  Kecamatan Puding Besar

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2016, yang pro job, pro poor dan pro growth, yang diindikasikan oleh besaran PDRB Rp. 591.943 juta,  pendapatan per kapita Rp. 28.658.269, tingkat kemiskinan 8,39 persen, tingkat pengangguran 5,34 persen, pertumbuhan ekonomi  9,07 persen dan tingkat inflasi 5,67 persen, pembangunan kecamatan Puding Besar, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Puding Besar  adalah sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Promosi  dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan III.  



Dalam konsep Wilayah Pengembangan III, yang berpusat di Puding Besar, dengan wilayah cakupan Kecamatan Puding Besar, Bakam, dan Mendo Barat, berbatasan dengan Kecamatan Pemali dan Merawang di timur, berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah di selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat di utara dan  berbatasan dengan Selat Bangka di barat, wilayah pengembangan-nya mempunyai wilayah terluas dari semua WP yang ada dan dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Kota Pangkalpinang dengan Muntok dimulai dari ujung timur di Desa Kace Timur - Puding Besar - Desa Maras Senang yang berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat. Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan ekonomi di masa datang adalah :

1. Kawasan Perkebunan di barat dan  selatan WP, kawasan tanaman pangan lahan kering yang membentang dari barat hingga timur, kawasan pertambangan di tengah dan barat daya serta kawasan wisata budaya Kota Kapur di Mendo Barat;

2. Kawasan Perdagangan dan Jasa di sepanjang perbatasan antara Desa Kace Timur dan Pangkal Pinang.



Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Puding Besar pada tahun 2016 adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan kecamatan; (2)  Pusat kegiatan industri dengan basis utama komoditas hasil-hasil pertanian; (3) Wilayah pemasaran bagi produksi hinterland; (4) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya; (5) Agropolitan; dan (6) Perkebunan.
Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum  pembangunan Puding Besar diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:
Tabel 4.18.                                                                                               Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Puding Besar
	No
	Prioritas Pengembangan
	Sektor

	1
	I
	Perkebunan

	
	
	Kehutanan

	
	
	Industri Makanan, minuman dan tembakau

	
	
	Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot rumah tangga

	
	
	Sosial kemasyarakatan

	
	
	Perorangan dan rumah tangga

	
	
	Industri Barang logam, mesin dan peralatan

	2.
	II
	Listrik

	
	
	Bangunan

	
	
	Perdagangan

	
	
	Restoran

	
	
	Angkutan Jalan Raya 

	
	
	Pos dan Telekomunikasi

	
	
	Lembaga Keuangan Bukan Bank

	
	
	Sewa Bangunan

	
	
	Jasa Perusahaan

	
	
	Administrasi pemerintah dan Pertahanan

	No
	Prioritas Pengembangan
	Sektor

	3.
	III
	Tanaman Bahan Makanan

	
	
	Peternakan

	
	
	Jasa Penunjang Komunikasi

	4.
	IV
	Perikanan

	
	
	Bank



Keterkaitan antar prioritas pembangunan Kabupaten Bangka pada tahun 2016 dengan alokasi pagu dana setiap SKPDdapat dilihat pada tebel 4.19. 
Tabel 4.19
Keterkaitan prioritas Pembangunan dengan Pagu Anggaran SKPD Tahun 2016

	No
	Prioritas Pembangunan
	SKPD
	Pagu Anggaran 2016 

(Rp )

	1
	Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan: Meningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kapasitas  Birokrasi dan Kelembagaan Pemerintah 


	SEKRETARIAT DPRD
	

	2
	Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan: Meningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kapasitas  Birokrasi dan Kelembagaan Pemerintah 


	SEKRETARIAT DAERAH
	

	3
	Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan: Meningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kapasitas  Birokrasi dan Kelembagaan Pemerintah 


	INSPEKTORAT
	

	4
	Penataan Ruang: Meningkatkan pemanfaatan penataan ruang.

	BAPPEDA
	

	5
	Prioritas Lingkungan Hidup: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam
	BLH
	

	6
	
	BKPP
	

	7
	
	BPMPD
	

	8
	Pertanian: Meningkatan  produktivitas   pertanian,   perikanan
	BKP
	

	9
	
	BNK
	

	10
	Prioritas Perekonomian: Mendorong Perekonomian  Rakyat yang Perlu Ditumbuh kembangkan 


	BPModal
	

	11
	Prioritas Pendidikan: Meningkatkan rata-rata lama sekolah

	DINAS PENDIDIKAN
	

	12
	Prioritas Kesehatan: Meningkatkan usia harapan hidup


	DINAS KESEHATAN
	

	13
	Prioritas Infrastruktur: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur
	DINAS PU
	

	14
	
	DPPKAD
	

	15
	
	DUKCAPIL
	

	16
	
	DISPORA
	

	17
	Kebudayaan dan Pariwisata :Meningkatkan  usaha   pariwisata   yang    berdaya  dan berbasis masyarakat. 


	DISBUDPAR
	

	18
	Prioritas Perekonomian: Mendorong Perekonomian  Rakyat yang Perlu Ditumbuh kembangkan 


	DISPERINDAG
	

	19
	Pertanian: Meningkatan  produktivitas   pertanian,   perikanan
	DISHUTBUN
	

	20
	Pertanian: Meningkatan  produktivitas   pertanian,   perikanan
	DKP
	

	21
	Pertanian: Meningkatan  produktivitas   pertanian,   perikanan
	DISPERNAK
	

	22
	
	DISTAMBEN
	

	23
	Prioritas Infrastruktur: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur
	DISHUBKOMINFO
	

	24
	Penanggulangan Kemiskinan: Menurunkan angka kemiskinan.
	DINSOSNAKER
	

	25
	
	Kantor PelayananTe adu
	

	26
	
	Satpol PP
	

	27
	
	KBPP
	

	28
	
	Kesbangpol
	

	29
	Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan: Meningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kapasitas  Birokrasi dan Kelembagaan Pemerintah 


	KANTOR PE USTAKAAN DAN KARSIPAN
	

	30
	Prioritas Kesehatan: Meningkatkan usia harapan hidup


	RSUD
	

	31
	
	SEKRETARIAT KO RI
	

	32
	
	Kec. Sungailiat
	

	33
	
	Kec. Pemali
	

	34
	
	Kec. Merawang
	

	35
	
	Kec. Mendo Barat
	

	36
	
	KECAMATAN PUDING BESAR
	

	37
	
	KECAMATAN BAKAM
	

	38
	
	KECAMATAN RIAU SILIP
	

	39
	
	Kec. Belinyu
	

	40
	
	KELURAHAN SUNGAILIAT
	

	41
	
	KELURAHAN PARIT PADANG
	

	42
	
	KELURAHAN SRI MENANTI
	

	43
	
	KELURAHAN SINAR BARU
	

	44
	
	KELURAHAN KENANGA
	

	45
	
	KELURAHAN KUDAY
	

	46
	
	KELURAHAN KUTO PANJI
	

	47
	
	KELURAHAN AIR JUKUNG
	

	48
	
	KELURAHAN BUKIT KETOK
	

	
	
	Rata-rata
	



Untuk melihat keterkaitan prioritas pembangunan daerah, program pembangunan daerah, beserta indikator, target kinerja dan pagu dana per program yang dilengkapi dengan SKPD penanggungjawab dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.20.                                                                                                                                                             Penjelasan Program Pembangunan Daerah                                                                            Kabupaten Bangka Tahun 2016

	No.
	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Daerah
	Kinerja
	Pagu dana
	SKPD Penanggung jawab

	
	
	
	Indikator
	Target  2016
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	Misi I : Mewujudkan Pertanian yang Tangguh

	1.
	Pertanian
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan


	99,35

%
	
	Dinas Pertanian dan Peternakan/ Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

	
	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan


	Persentase kelompok tani yang berhasil mengelola hasil pertanian /perkebunan serta perternakan mandiri (dari jumlah Total kelompok tani miskin)
	16,62%


	
	Dinas Pertanian dan Peternakan


	No.
	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Daerah
	Kinerja
	Pagu dana
	SKPD Penanggung jawab

	
	
	
	Indikator
	Target  2016
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	Cakupan bina wilayah peningkatan ketahanan pangan (%)
	55,55%
	
	Seluruh SKPD

	
	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan


	Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Pertanian 


	360.23

%
	
	Dinas Pertanian dan Peternakan/ Dinas Kehutanan dan perkebunan

	
	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
	Persentase Desa Bebas Penyakit Zoonosis


	76%
	
	Dinas Pertanian dan Peternakan

	
	
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan


	Persentase kelompok ternak yang menerima manfaat (dari jumlah total kelompok ternak miskin)

 
	16,77 (18 Kelompok)
	
	Dinas Pertanian dan Peternakan

	
	
	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan


	Persentase pembangunan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat
	20,67%
	
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan

	
	
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan


	Meningkatnya luas hutan dan lahan terehabilitasi
	12.455,55 ha
	
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan


	No.
	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Daerah
	Kinerja
	SKPD Penanggung jawab

	
	
	
	Indikator
	Target  2016
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan


	Meningkatnya perlindungan dan pengamanan  kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan
	7 ragam/      usaha
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan

	
	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Kehutanan
	Persentase pengembangan sarana prasarana perkebunan dan kehutanan


	100%
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan

	
	
	Peningkatan produksi,produktivitas dan mutu Tanaman Tahunan
	Persentase produksi,  produktivitas dan mutu Tanaman Tahunan
	100%
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan

	
	
	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanamanan Rempah dan Penyegar Komoditi Lada
	Presentase Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanamanan Rempah dan Penyegar Komoditi Lada
	100%
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan

	
	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
	Cakupan bina Kelompok nelayan


	39.40%


	Dinas Kelautan dan Perikanan

	
	
	Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
	Menurunnya Praktik Ilegal Fishing dan Pengrusakan Sumber daya Kelautan


	35%
	Dinas Kelautan dan Perikanan


	No.
	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Daerah
	Kinerja
	SKPD Penanggung jawab

	
	
	
	Indikator
	Target  2016
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan dan kelautan
	Persentase Masyarakat Pesisir yang memahami sistem antisipasi bencana


	2%


	Dinas Kelautan dan Perikanan

	
	
	
	Tersedianya kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
	2.000 batang
	

	
	
	Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam
	Luas terumbu karang yang direhabilitasi
	9 lokasi
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	
	
	
	Luas hutan mangrove yang direhabilitasi
	2.000 batang
	

	
	
	Peningkatan Mutu Hasil Perikanan


	Meningkatnya Ketersediaan Ikan Yang Aman Untuk Di Konsumsi
	100%
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	
	
	Peningkatan kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan


	Meningkatnya Keterampilan Sumberdaya Manusia Perikanan (pembudidayan, nelayan, pengolah)
	790 orang
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	
	
	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
	Jumlah sentra perikanan


	5 unit
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	
	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
	Menurunnya Praktik Ilegal Fishing dan Pengerusakan Sumberdaya Kelautan Perikanan
	35%
	Dinas Kelautan dan Perikanan


	No.
	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Daerah
	Kinerja
	SKPD Penanggung jawab

	
	
	
	Indikator
	Target  2016
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	Pengembangan Budidaya Perikanan


	Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
	1.21%
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	
	
	Pengembangan Perikanan Tangkap


	Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
	98.8%
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	
	
	Pengembangan sarana dan prasarana UPP
	Meningkatnya sarana dan prasarana UPP
	100%
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	
	
	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
	Peningkatan Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan
	2.303,318 ton
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	
	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Meningkatnya Ketersediaan Ikan dan Hasil Olahan Yang Aman Untuk Di Konsumsi


	100%


	Dinas Kelautan dan Perikanan

	
	
	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat  
	Cakupan bina wilayah peningkatan ketahanan pangan (%)
	55,55%
	Badan Ketahanan Pangan

	
	
	Peningkatan Kesejahteraan Petani
	Jumlah kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, sub sektor 
	
	Badan Ketahanan Pangan

	
	
	
	Tan. Pangan
	52 poktan
	

	
	
	
	Hortikultura
	71 poktan
	

	
	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan
	Cakupan bina wilayah peningkatan ketahanan pangan (%)
	55,55%
	Badan Ketahanan Pangan


	No.
	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Daerah
	Kinerja
	SKPD Penanggung jawab

	
	
	
	Indikator
	Target  2016
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
	Cakupan bina wilayah penyelenggaraan penyuluhan, sub sektor: 
	 
	Badan Ketahanan Pangan

	
	
	
	Tan. Pangan
	28,16%
	

	
	
	
	Hortikultura
	28,16%
	

	
	
	
	Perkebunan
	29,57%
	

	
	
	
	Peternakan
	9,85%
	

	
	
	Peningkatan Bahan Makanan
	Ketersediaan energi dan protein per kapita (%)
	151,95%
	Badan Ketahanan Pangan

	
	
	Pengembangan Pola Pangan


	Skor Pola Pangan Harapan
	96,5%
	Badan Ketahanan Pangan

	
	
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
	Peningkatan Penggunaan produk dalam negeri
	0,6%
	Disperindag-kop dan UMKM

	
	
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
	4.249
	Disperindag-kop dan UMKM

	MISI 2  : MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN 

               MELAYANI

	2
	Reformasi Birokrasi  danTata Pemerintahan 
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah :
	
	Sekretariat DPRD

	
	
	
	Konsultasi
	18 kali
	

	
	
	
	Study Banding
	8 kali
	

	
	
	
	Bimbingan Teknis
	6 kali


	


	No.
	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Daerah
	Kinerja
	SKPD Penanggung jawab

	
	
	
	Indikator
	Target  2016
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	

	Penataan Peraturan Perundang-undangan
	Jumlah Peraturan Perundangan yang Diperdakan
	30
	Bag.

Hukum dan Organisasi

	
	
	
	Fasilitasi advokasi dan Bantuan hukum
	1
	Bag.

Hukum dan Organisasi

	
	
	
	Dokumen Standar kompetensi pejabat  struktural 
	1
	Bag.

Hukum dan Organisasi

	
	
	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa


	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian  Informasi Nasional Melalui: Media massa, media baru, media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang
	70%
	Dinas Hubkominfo/  Bag.

Humas dan Protokol/Bag Pembangunan /Bag. Telekomunikasi



	
	
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi


	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi bidang komunikasi dan informatika.
	60%
	Dinas Hubkominfo/  Bag.

Humas dan Protokol/Bag Pembangunan /Bag. Telekomunikasi



	
	
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa


	Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi & informatika di Kab. Bangka


	90%
	Bag Humas dan Protokol


	No.
	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Daerah
	Kinerja
	SKPD Penanggung jawab

	
	
	
	Indikator
	Target  2016
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


	Terimplementasi-nya Peningkatan SDM dalam bidang pelaporan kinerja secara elektronik
	100%
	Bag. Adm.

Pemerintahan

	
	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
	100%
	Seluruh SKPD

	
	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan yang terkait dengan kedinasan
	60%
	BKPP

	
	
	Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur


	Terpenuhinya formasi kebutuhan pegawai Kabupaten Bangka berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
	40%
	BKPP

	
	
	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 
	Jumlah Wilayah yang dimekarkan
	
	Setda (Bag. Pemerintahan)/BPM Pemdes

	
	
	
	Jumlah Wilayah Kecamatan
	 12 kec. 
	

	
	
	
	Jumlah Wilayah Kelurahan
	 14 kel. 
	

	
	
	
	Jumlah Wilayah Desa
	 75 desa 
	

	
	
	
	Jumlah Wilayah Dusun
	 248 dusun 
	

	
	
	
	Jumlah Wilayah Lingkungan
	 48 lingk. 
	


	No.
	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Daerah
	Kinerja
	SKPD Penanggung jawab

	
	
	
	Indikator
	Target  2016
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	
	Meningkatnya pengawasan secara komprehensif
	92,65%
	Inspektorat

	
	
	
	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
	100%
	Bag.Pemb/ Bag.Kemasya-rakatan /Bag.SDA

	
	
	Program pengemba-ngan data/informasi/

statistik daerah
	Tingkat ketersediaan data yang akurat dan up-to-date
	90%
	Bappeda

	
	
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah


	Persentase dokumen arsip yang berhasil diselamatkan


	14,0%
	KPK

	
	
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Parasarana Kearsipan


	Jumlah ruang dan media simpan arsip yang memenuhi standar


	2
	KPK

	
	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi


	Cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat


	31
	KPK

	
	
	Program Pengembangan Data/Informasi


	Persentase kelengkapan data secara up-to-date dan akurat


	100%
	Bappeda/

Seluruh SKPD


	No.
	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Daerah
	Kinerja
	SKPD Penanggung jawab

	
	
	
	Indikator
	Target  2016
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	Program Kerjasama Pembangunan
	Kuantitas Kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/kota), badan usaha dan swasta


	19 kali
	Bappeda/

Kecamatan

	
	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah


	Persentase Perencanaan Secara Terintegrasi dan Tepat Waktu Berdasarkan Data yang Up To Date dan Akurat


	100%
	Bappeda/

Seluruh SKPD



	
	
	Program Perencanaan Ekonomi
	Persentase kesenjangan capaiaan sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan dibidang ekonomi
	19,70%


	Bappeda

	
	
	Program Perencanaan Sosial Budaya


	Persentase kesenjangan capaiaan sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan dibidang sosial budaya
	22,68%


	Bapppeda


	No.
	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Daerah
	Kinerja
	SKPD Penanggung jawab

	
	
	
	Indikator
	Target  2016
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam


	Persentase kesenjangan capaiaan sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan dibidang Sarana dan Prasarana
	15,02%
	Bappeda

	
	
	Program Perencanaan Daerah Rawan Bencana
	Persentase pengendalian daerah rawan bencana
	35%
	Bappeda

	
	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Meningkatnya kualitas kinerja pengelola keuangan daerah


	100%
	DPPKAD/

Bag.Pemb

	
	
	Program Administrasi Kependudukan
	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan  
	100%
	Dukcapil

	
	
	Program Peningkatan & Pengembangan Pelayanan Publik
	Persentase  pelanggaran izin usaha 
	1%
	KPT

	
	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	Jumlah even promosi yang diikuti setahun (kali)
	9 kali
	Badan Penanaman Modal

/KPT

	
	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


	Persentase tercapainya kelompok akreditasi JCI 
	85%
	RSUD

	
	
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan Tanah


	Terciptanya Kepastian Hukum di Bidang Pertanahan
	100%
	Bag. Pertanahan

	
	
	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan


	Pedoman Data Harga Tanah
	100%
	Bag. Pertanahan


	No.
	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Daerah
	Kinerja
	SKPD Penanggung jawab

	
	
	
	Indikator
	Target  2016
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	Program Peningkatan Pelayanan Publik


	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan dan Kelurahan di Pemerintahan Kab. Bangka


	100%
	Bag.Adm.

Pemerintahan

	
	
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 


	Persentase terlaksananya penataan dan pengembangan daerah di Kabupaten Bangka


	100%
	Bag.Adm.

Pemerintahan

	
	
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru


	Persentase terlaksananya pendataan dan informasi pendukung proses pemekaran daerah
	100%
	Bag.Adm.

Pemerintahan

	
	
	Program Peningkatan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance


	Terimplementasi-nya Prinsip-prinsip Good Governance di Pemerintahan Kabupaten Bangka
	100%
	Bag.Adm.

Pemerintahan

	MISI 3  : MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA YANG SEJAHTERA

	3.
	Pendidikan


	Pendidikan Anak Usia Dini
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
	55%
	Dinas Pendidikan

	
	
	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Persentase anak usia sekolah yang menyelesaikan SD/SLTP
	
	Dinas Pendidikan

	
	
	
	-Angka Partisiparsi Kasar  (APK) SD/MI 
	112,12%
	


	No.
	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Daerah
	Kinerja
	SKPD Penanggung jawab

	
	
	
	Indikator
	Target  2016
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	
	-Angka Partisiparsi Kasar  (APK) SMP/MTs 
	108,15%
	

	
	
	
	-Angka Partisiparsi Murni (APM) SD/MI 
	93,93%
	

	
	
	
	-Angka Partisiparsi Murni (APM)  SMP/MTs 
	65,0%
	

	
	
	Pendidikan Menengah
	Persentase anak usia sekolah yang menyelesaikan  SMA/SMK/MA
	
	Dinas Pendidikan

	
	
	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA
	90,42%
	

	
	
	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA
	72,95%
	

	
	
	Pendidikan Non Formal
	APM Paket A
	35,67%
	Dinas pendidikan

	
	
	
	APM Paket B
	52,65%
	

	
	
	
	APM Paket C
	85,32%
	

	
	
	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Prosentase kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan
	75%
	Dinas pendidikan

	
	
	Manajemen Pelayanan Pendidikan


	Presentase penyelengara pendidikan yang memahami manajemen berbasis sekolah (MBS)
	100 SD (%)


	Dinas pendidikan

	
	
	Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar
	Prosentase pencapaian target belajar mengajar
	100%
	Dinas pendidikan


	No.
	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Daerah
	Kinerja
	SKPD Penanggung jawab

	
	
	
	Indikator
	Target  2016
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	Persentase desa / kelurahan yang diinterpensi pengembangan budaya baca
	 61,9%
	KPK

	4.
	Kesehatan
	Obat dan Perbekalan Kesehatan
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin
	90%
	Dinas Kesehatan

	
	
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Persentase tercapainya pelayanan yang sesuai dengan standar mutu
	100%
	Dinas Kesehatan/ RSUD

	
	
	Pengawasan Obat dan Makanan
	Persentase obat dan makanan beredar yang memenuhi syarat kesehatan
	90%
	Dinas Kesehatan

	
	
	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Persentase desa yang memiliki posyandu aktif 
	100%
	Dinas Kesehatan

	
	
	Perbaikan Gizi Mayarakat
	Tercapainya keluarga cukup gizi, ikut KB, dan gemar membaca
	100%
	Dinas Kesehatan

	
	
	Pengembangan Lingkungan Sehat 
	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
	100%
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Terlaksananya pengembangan lingkungan sehat
	100%
	Kecamatan

	
	
	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Persentase desa yang memiliki posyandu aktif 
	100%
	Dinas Kesehatan

	
	
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
	100%
	Dinas Kesehatan

	
	
	Standarisasi Pelayanan Kesehatan
	Persentase tercapainya kelompok akreditasi JCI 
	85%
	Dinas kesehatan/ RSUD


	No.
	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Daerah
	Kinerja
	SKPD Penanggung jawab

	
	
	
	Indikator
	Target  2016
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
	Persentase puskesmas/ pustu/poskesdes/polindes yang memenuhi standar mutu


	100%
	Dinas kesehatan

	
	
	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
	Persentase tercapainya sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu


	100%
	Dinas Kesehatan/

RSUD

	
	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
	Cakupan Pelayanan Anak Balita
	60%
	Dinas Kesehatan

	
	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
	Cakupan Pelayanan Lansia
	100%
	Dinas Kesehatan

	
	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
	Cakupan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
	100%
	Dinas Kesehatan

	
	
	Program Keluarga Berencana
	Cakupan peserta KB aktif
	44.969                    0rang
	KBPP

	
	
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
	Cakupan PUS yang istrinya berusia dibawah 20 tahun
	2.496

(PUS)
	KBPP

	
	
	Program Pengadaan alat kontrasepsi


	Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun
	123.718 (Alkon)
	KBPP

	5.
	Kebudayaan Pariwisata
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan
	160%
	Disbudpar


	No.
	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Daerah
	Kinerja
	SKPD Penanggung jawab

	
	
	
	Indikator
	Target  2016
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	Program Pengemb.Destinasi Pariwisata
	Persentase Jumlah Obyek Wisata Yang memadai
	71, 5%


	Disbudpar

	
	
	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
	Persentase Kemitraan dengan pelaku wisata


	60%
	Disbudpar

	
	
	Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya


	Persentase nilai budaya, adat, dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi
	6%
	Disbudpar

	
	
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
	Persentase kekayaan budaya daerah yang terselamatkan
	34%
	Disbudpar

	
	
	Program Pengel. Keraga man Budaya
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya
	7 kali
	Disbudpar

	
	
	Program Peningkatan Sumber Daya Insani
	Prosentase Peningkatan Umat yang memahami Syariat Agama
	100%
	Bag.Kesra/

Kecamatan

	
	
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


	Persentase kelompok pemebrdayaan masyarakat yang ikut serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan (dari jumlah total kelompok total)
	11%
	Kesbanglimas-pol/

Satpol PP

	
	
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota
	97%
	Satpol PP


	No.
	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Daerah
	Kinerja
	SKPD Penanggung jawab

	
	
	
	Indikator
	Target  2016
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


	Meningkatnya kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan
	3%
	Kesbanglimaspol/

Bag.Kemasya-rakatan

	
	
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
	Jumlah Linmas di Kabupaten Bangka yang terampil meningkat
	780 org
	Kesbanglimaspol

	
	
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
	Menurunnya tingkat kriminalitas yg terkait dengan penyakit masyarakat
	60%
	Kesbanglimaspol/

Bag.Kesra/ BNK



	6.
	Perekonomian
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif
	4,2%
	Disperin-dagkop

	
	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
	Jumlah ragam kemasan KUMKM
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	Disperin-dagkop

	
	
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
	Persentase Peningkatan Produksi Industri Besar
	84,06
	Disperin-dagkop

	
	
	
	Persentase Peningkatan Produksi Industri Kecil
	32,61
	

	
	
	
	Persentase Peningkatan Produksi industri Menengah
	7,74
	

	
	
	Program pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
	Persentase Luas Kawasan Industri yang produktif


	58,00%
	Disperin-dagkop


	No.
	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Daerah
	Kinerja
	SKPD Penanggung jawab

	
	
	
	Indikator
	Target  2016
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja


	Jumlah tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing 


	50
	Dinsosnaker

	
	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja 
	Persentase jumlah penyerapan tenaga kerja
	27, 5%
	Dinsosnaker

	
	
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten
	23%
	Dinsosnaker

	
	
	Program Peningkatan Penerapan Norma Ketenagakerjaan dan Jamsostek
	Prosentase Penerapan Norma ketenagakerjaan dan jamsostek
	100%
	Dinsosnaker

	
	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial


	110 orang
	Dinsosnaker

	
	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial


	87, 5%
	Dinsosnaker

	
	
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Kelompok Masyarakat
	Persentase Desa Yang Memiliki Kelompok Usaha Bersama       (KUBE )
	100%
	Dinsosnaker

	
	
	Program Keluarga Harapan (PKH)


	Persentase Penurunan Rumah Tangga Miskin (RTSM)
	100%
	Dinsosnaker

	
	
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
	Persentase Lembaga ekonomi pedesaan yang aktif


	25, 5% 


	BPM dan Pemdes


	No.
	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Daerah
	Kinerja
	SKPD Penanggung jawab

	
	
	
	Indikator
	Target  2016
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
	Persentase Cakupan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat


	65, 5%
	BPM dan Pemdes

	
	
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
	Persentase Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya
	100%
	BPM dan Pemdes

	
	
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
	Persentase desa yang memiliki Posyandu dan PKK aktif
	100%
	BPM dan Pemdes

	
	
	Program Pengembangan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna
	Persentase kecamatan yang memiliki posyantekdes 
	100%
	BPM dan Pemdes

	7.
	Infrastruktur
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
	Tersedianya infrastruktur dikawasan perdesaan
	68,1%
	Dinas PU

	
	
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 
	 Persentase Tercapainya Target Kenerja Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran  
	100%
	Dinas PU

	
	
	Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Persentase panjang jalan dan jembatan kabupaten yang terpelihara
	28,35%
	Dinas PU

	
	
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Meningkatnya kualitas dan panjang jalan dan jembatan
	100%
	Dinas PU


	No.
	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Daerah
	Kinerja
	SKPD Penanggung jawab

	
	
	
	Indikator
	Target  2016
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	Program Pembangunan Turap/Talud/

Bronjong


	Pembangunan tarup di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
	16,9%
	Dinas PU

	
	
	Program Pengembangan Sistem Drainase/

gorong-gorong
	Meningkatnya fungsi saluran drainase/gorong-gorong
	85%
	Dinas PU

	
	
	Program Lingkungan Sehat Perumahan


	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, saran dan Utilitas Umum (PUS)- (SPM)
	93%
	Dinas PU

	
	
	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Kebinamargaan
	Prosentase sarana dan prasarana Kebinamargaan
	100%
	Dinas PU

	
	
	Program Pengendalian Banjir
	Persentase Jaringan drainase dalam Kondisi baik


	91,60 %
	Dinas PU

	
	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya
	Meningkatnya persentase Lahan Pertanian yang Terairi Secara Kontinu
	39,19 %
	Dinas PU

	
	
	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
	Peningkatan jumlah Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
	100%
	Dishubkom-info



	
	
	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
	Rasio ketersedian fasilitas lalu lintas jalan
	100%
	Dishubkom-info




	No.
	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Daerah
	Kinerja
	SKPD Penanggung jawab

	
	
	
	Indikator
	Target  2016
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	Program peningkatan pelayanan angkutan
	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas
	55%
	Dishubkom-info



	
	
	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
	Persentase pembangunan trasportasi sesuai TATRALOK dan RTRW.
	100%
	Dishubkom-info



	
	
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
	Tingkat capaian kelengkapan pengendalian dan pengamanan lalu lintas jalan
	100%
	Dishubkom-info



	
	
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
	Tersedianya peralatan penunjang pengoperasian Balai PKB
	100%
	Dishubkom-info



	
	
	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	Tersedianya sumber air baku,air bersih dan pengelolaan limbah
	81,69%
	Dinas PU

	
	
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

 
	Meningkatnya Persentase Potensi Air Baku Permukaan yang memiliki Pemetaan Secara Rinci, Akurat dan Up To-date
	75%
	Dinas PU

	
	
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga dan Pemuda 
	Jumlah gedung olahraga  
	15 unit
	Dispora

	
	
	Program Peningkatan peran serta pemuda


	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan  pemuda


	1.218 org
	Dispora


	No.
	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Daerah
	Kinerja
	SKPD Penanggung jawab

	
	
	
	Indikator
	Target  2016
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan hidup Pemuda


	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/

keterampilan
	100%
	Dispora

	
	
	Program Pengembangan kebijakan dan Manajemen Olahraga


	Peningkatan Prestasi dan Even - Even Olahraga
	100%
	Dispora

	
	
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/ keterampilan
	60 0rg
	Dispora
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	Penanggula-ngan Kemiskinan
	Kerjasama Pembangunan


	Kuantitas kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah (provinsi / kabupaten / kota), badan usaha dan swasta
	19 kali
	Bappeda/ Kecamatan/ Bag.

Umum

	
	
	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak


	Persentase Lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan 
	1,10%
	KBPP

	
	
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan 
	39,54% 
	KBPP

	
	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	PMKS yg memperoleh bantuan sosial
	110 orang
	Dinsosnaker

	
	
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Kelompok Masyarakat
	Persentase Desa Yang Memiliki Kelompok Usaha Bersama       (KUBE )
	100%
	Dinsosnaker


	No.
	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Daerah
	Kinerja
	SKPD Penanggung jawab

	
	
	
	Indikator
	Target  2016
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	Program Keluarga Harapan (PKH)


	Persentase Penurunan Rumah Tangga Miskin (RTSM)
	100%
	Dinsosnaker

	
	
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan


	Persentase desa yang memiliki usaha simpan pinjam kelompok perempuan yang produktif


	100%
	BPM dan Pemdes

	
	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
	Persentase Cakupan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat
	65,5%
	BPM dan Pemdes

	9
	Lingkungan Hidup
	Program Pemetaan Potensi SDA 


	Persentase Pencapaian Optimalisasi Kinerja BUMD
	100%
	Bag.Adm.

Perekonomian /Bag.

SDA/Bag.

Perekonomian

	
	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 
	Persentase penanganan sampah
	100%
	BLH

	
	
	Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
	100%
	BLH

	
	
	Peningkatan Pengendalian Polusi


	Persentase pencemaran air dan udara  yang ditangani
	100%
	BLH

	
	
	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH
	100%
	BLH

	
	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan


	Peningkatan Jumlah Produksi pertambangan
	39.772 (metrik                  ton)
	Distamben


	No.
	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Daerah
	Kinerja
	SKPD Penanggung jawab

	
	
	
	Indikator
	Target  2016
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan


	Jumlah dan jenis energi alternatif yang dikembangkan
	4 unit
	Distamben

	
	
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan


	Persentase Penurunan luas lahan kritis di Kabupaten Bangka


	3,15%
	Dishutbun

	
	
	Program Rehabilitasi Ekosistem Cadangan Sumberdaya Alam
	Luas terumbu karang yang direhabilitasi
	9 Lokasi
	Dinas Perikanan dan Kelautan

	
	
	
	Luas hutan mangrove yang direhabilitasi
	2.000 batang
	

	
	
	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Pendayagunaan Sumberdaya Laut


	Menurunnya Praktek Ilegal Fishing dan Pengrusakan Sumberdaya Kelautan
	35%
	Dinas Perikanan dan Kelautan
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	Penataan Ruang
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau


	Peningkatan luasan ruang terbuka hijau melalui pengembangan taman kota dan jalur hijau
	100%
	BLH/

Kecamatan

	
	
	Program Pemanfaatan Ruang


	Persentase Peningkatan kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW/RDTR Kabupaten
	95%


	Bappeda

	
	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Raung 


	Persentase Pembangunan sesuai Tata Ruang
	60.70%


	Bappeda/

Dinas PU


Isu Strategis








Tantangan








Kata Kunci Tema





Strategi








Inovasi dibidang pertanian dengan menggunakan teknologi pertanian untuk mendorong meningkatnya daya daerah








Percepatan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi kecamatan 








Disparitas perekonomian antar kecamatan








Pembangunan yang kuat, inklusif dan berkelanjutan  (Nasional)


Mengembangkan ekonomi kerakyatan merata di seluruh kawasan (Provinsi)








Rendahnya aklsesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan 








Peningkatan infrastruktur  daerah, pembangunan industri menengah- besar  dan pertumbuhan investasi








Menyediakan sarana dan prasarana yang cukup dan berkualitas 








Tingkat kemisikinan, dan pengangguran








Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Pembangunan berbasis wilayah/spasial dan sektoral 








Meningkatkan partisipasi swasta








Ketergantungan SDA masih tinggi serta daya dukung lingkungan cenderung melemah 








Menjaga stabilitas ketahanan pangan








Meningkatkan Perekonomian Rakyat








Kualitas SDM perlu ditingkatkan








Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan








Program perlindungan dan bantuan sosial serta lapangan pekerjaan





Pemeliharaan Stabilitas Sosial 


 Reformasi Birokrasi








Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif 








Penataan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan kepegawaian yang efektif dan efisien








Kualitas Tata Kelola Pemerintahan  perlu ditingkatkan
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